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ABSTRAK

Pembangunan Wasional negara kita bertujuan untuk me-
wujudkan maasyarakat yang adil ﬁan makmur berdasar#an Pan-
casila dan UUD 1945. Untuk dapat terwujudnya tujuan pem-
bangunan Nasional ini yang terlibat bukan hanya Pemerin-
tah semata, eskan tetapi yeng lebih penting dan meneﬁtu-
kan justru dituntut adanya partisipasi ektif deri segensap
wargs masyarakat.

Demikian pula dengan pembangunan desa, yeng merupa-
kan bagian integrel yaitu bagian yeng tek terpisah dengan
pembangunan Nesionel. Bahkan lebin dari itu, kita dapat
katakan bahwa pembengunsan desa adslah merupakan inti dari
pembangunan Nesional.

Untuk dapat memadukan kegieian Pemerintah dan pra-
kerss serta swadaya gotong royong masyarakst dalam rangke
mewujudkan pembzngunen memerlukan suatu wadah ateu itempat

Dalam rangke inilah, dibentuklah suatu Lembaga yang
mempunyal tuges pokeok dan fungsi sebagsi perencena seka-
ligus pelaksans pembangunen di desa. Lembaga yeng dimsk-
sui adalah Lembage Ketahanan Kasyarazat Desa yasng  lebil
dikenal dengan istilah LKiD berdesarken keputusen Fresi-
den RI Nomor 258 Tahun 1980 tentang Penyempurnasn dsn Fe-
ningkatan Fungsi Lembege Sosial Desa menjedi Lembsga Ke-
tehenan Masyarakat Dessa den -Keputusen kenteri Delsm Hege-

ri Homor 27 Tahun 1984 tentang Susunan den Tate Lerja-

LEiD sebagai aturen pelaksanaasnnya.
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Berdasarikan hal tersebut di atas, maka khusus di desa
Lapaukke dibent&ﬁ]ah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LEMD).

LEMD, selain mempunyai tugas dan fungesi sebagaimana
yvang disebutkan di atas juga diberikan beberapa tugas dan
fungsi lIain. Behingga di dalam pelsksanaan tugas dan
fungsinya, LEMD ini measih banyak menemukan hambatan=
hambatan. Hambatan ini tentunva merupakan masalah yvang perlu
seQfre dicarilhan alternatif pemecahannya.

Mamtr gemikian, hambatan—hambatan ini akhirnya
sebacian dapst teratasi karena adanye berbagai faktor

BERUNI SN sehinggas LEKMD dapat meEncapai keberhasilan—

kFeberhasiian.

1
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BAB I

FENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan Nasional sebagaimana wvang tercantum dalam
Fembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat vaitu
Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
pErdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai peniabaran lebih lanjut, yvaitu dengan adanya
tujuan Fembangunan Nasional yakni berusaha untuk mewujudkan
suatu masyarakat adil dan makmur yvang merata materil dan
spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara
kesatuan Republik Indonesia vang merdeka, berdaulat, bersatu
dan berkedaulatan rakvat dalam suasana perikehidupan banaosa

yang aman, tentram, tertib dan dinemis serta delam lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Urntuk memsacu Pembangunan Nasional, maka vyang perlu
mendapatkan perhatian yang serius adalah pembangunan desa
yang termasuk di dalamnya masyarakat desa. Karena desa
di samping hadudukﬁﬁ dan peranannya sebagai da=ar dan
landazan negara juga sebagai basie pembinaan idealooi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

negara (IFOLEKSDSEBUDHANKAM). Oleh karena itu, desa harus



benar—benar dibangun agar Stabilitas MNasional yang kuat dan
mantap serta dinamis dapat diwujudkan. Sehingga pada akhir-
nya dapat tercapai” kesejahteraan masyarakat baik lahir
maupun batin.

Di samping itu pula, pembangunan desa merupakan bagian
integral dari pembangunan Masional. Fembangunan desa tidak-—
lah dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan
dengan  pembangunan nasicnal yang sifatnya sanoat kompleks,
yvang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penchidupan masya-—
rekat. Semua jenis pembangunasn baik program sekteral, Pegi-

cnal meupun program khusus (INPRES)difokuskan ke arah daersh
pedesazan. Deersh pedesaan merupakan tumpuan dari segals
kegistan pembangunan.

Sejalan dengan hal itu, maka Drs. B. Eimanjuntak, Sk
dan I.L,Pasaribu menystekan pandangennya sebagai berikut ci
bawah imi = -

" Pembangunan dese yvang l=sngsung menyentuh hepenfingan

kurang lebih Bi,2Z ¥ penduduk necara vang tinggsl
di daerah pedesaan, &dalabh merupakan titik sentrzl
Fembangunan MNasional.®” -/

Bsrdasarkan pernyetasn tersebut di =2tas, Jelaslah
bahiws Jebih dari BQ ¥ penduduk Indonesia bertempat Einggal
gi deerah pedesaan. Oleh karenanya Femerintah selaku peng-
gerak. pelopor pembangunan’ sudah semestinvs menitikberatkan
sasaren pembangunan ke desa-dess.

Fade Hakekatnye pembangunan adalah merupskan suato



usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik ber-
dasarkan kepada norma—norma tertentu. Demikian halnya dengan
pEmbangunan ﬁaerah pedesaan, tak lain adalah bertuiuan untuk
merubsh masyarakat desa agar penghidupannya lebih baik
sesuai vang diharapkan dan diidam—idamkan oleh seluruh
masyarakat pedesaan.

Selanjutnya pembangunan desa pada dasarnya dilakukan
epcara berencana oleh Femeritah bersama masvarakat. Jadi
semakin nyata, bahwa pembangunan daerah pedesaan bukan hanva
tanaggung jawab dari satu pihak saja yakni pihak Femerintah.
Akan tetapi justru yang paling penting dan menentukan adanya
partisipasi aktif masvarakat desa itu sendiri, dengan cara
melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak
lanosuno. Sebagaimana disebutkan dalam FKetetapan Majelis
Fermusyawaratan Rakvat Nomor II/ZJMPR/1993 tentang Garis—Garis
Besar Haluan Megara sebagai berikut :

Fembangunan Masional dilaksanakan bersama oleh
macyarakat danm Femerintah. Masyvarakat adalah pelaku
utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban: untuk
mengarahkan, membimbing. serta menciptakan suasana
vang menunjanog. Kegiatan masyarakat dan keagiatan
pemerintah saling menunjiang, saling mengisi, dan
saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju
tercapainva tujuan Fembangunan Nasional."

Selanjutnya dipertecas lagi oleh EB. F. Siagian
sebagai berikut :

" Tugas—tugas pembangunan jelas merupakan tanggung
jawab bersama dari suatu bangsa. Tugas—tupas terse-
but tidak mungkin dapat diserahkan hanya kepada
Femerintah saja. Dengan perkataan lain tugﬁ?—tugas
pembangunen memerlukan kerjasama Masional."



Salah satu wujud nyata dari kebijaksanaan vyang
dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka untuk melibatkan
masyarakat dalam pembangunan adalah dibentuklah sejumlah
lembaga—-lembaga yang dibentuk di desa. Lembaga yang dimaksud
dalam hal ini adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa vyang
eelanjutnya lebih dikenal dengan istilah LKMD. Pembentukan
lembaga 4ini tidak lain adalah bertujuan wuntuk membantu
usaha pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan se-—
bagaimana vang diharapkan.

Lembaga EKEetahanan Masyarakat Desa (LEMD) adalah meru-
pakan wadah partisipasi aktif dari segenap lapisan masyara-—
kat dalam pembangunan desa agar supaya berdaya guna dan
berhasil guna. Dimana LKMD merupakan wadah vyang memadukan
kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya ootong-royong
masvarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan desa. i

Hal tersebut telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri
Dalam Megeri Nomor 27 tabun 1984 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja LKMD sebagai berikut : .

" Lembaga FKetahans Masyarakat Desa mempunyal tugas
membantu kepala desafkelurahan di bidango perencaan
pembangunan,. menggerakkan partisipasi masyarakat
secara aktif dan positif untull. melaksanakan pem—
bangunan secara terpadu, baik vyang berasal dari
berbagai kegiatan Femerintah maupun swadava ootong
royong masyarskat dan menumbuhkan kondisi dinamis
masyarakat dalam rangke mengembangksn — ketahanan
di desa/kelurshan,.”

Dengan memperhatikan tugas—tugas yang diemban oleh

LKMD tersebut di atas. maka dapat dikatakan bukanlah tugas



yvang ringan melainkan tugas vang sungguh sangat berat dan
tentunya menuntut adanya pelaksanaan vang sungguh-sungguh.
Selanjutnya karena adanva tugas maka timbul berbagai macam
fungsi vyang disandang oleh LEMD dan tentunya harus pula
direalisasikan. Fungsi tersebut antara lain, sebagai wadah
partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan; =ebagai sarana komunikasi antar Pemerintah dan
masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; serta
menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadava
gotong royong masyarakat untuk pembangunan. Dengan demikian,
semakin nampak bahwa LKMD =angat besar arti keberadaannya
dalam rangka pembangunan desa. Berdasarkan uraian—uraian
tersebut di atas, penulis mencoba untuk mengemukakan be—
berapa alasan sebagai dasar pertimbangan untuk memilih judul
tentang "PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMD BERDASARKAN
KEFHRES RI NOMOR 28 TAHUN 19B0 (Studi Kasus di Desa Lapaukke
Kecamatan Pammana Kabupaten Daerah Tingkat II wajo). sebagai
berikut : g
= Mengingat de=sa Lapaukke dapat kita kategorikan
S2bagail desa swadava, karena penulis amati sebagian
besar tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk
masih rendah. Sedangkan di dalam kepengurusan LENMD
dibutuhkan orang-eorang terampil, berpendidikan dan
berwawasan agar pengurus LEMD mampu melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik.

|



- Selama penulis ber—kuliah kerja nyata (ber—kKKN)
melibhat kelembagaan dan pemerintahan desa masih
sederhana. Oleh karenanyva penulis heranggapan' kalau
LKMD di desa Lapaukke belum difungsikan sebagaimana
yang dipesankan oleh Keputusan Presiden RI nomor 28
tahun 19BCO. Keberadaan LKHD hanyalah merupakan
lambang semata. Dengan kata lain, LEKMD memang ada
tapi belum berfungsi sebagaimana mestinya.

- Selama penulis ber—KEN seringkali mendapatkan pro-
gram—program kegiatan yang sudah direncanakan dengan
baik tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Denoan kata lain, program kegiatan banyak yang tidak
terealisir pada waktu yang telah ditetapkan.

Hal-hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti
lebih lamnjut dan menjadikannya dalam bentuk sebuah karvya
tulis ilmiah (skrapsi).

1.2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya isi Keputusan Fresiden Nomor 28
Tahun 1980 tentang Penvempurnaan dan Peningkatan Fungsi
Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembsoa Ketahanan Masyara-—
kat Desa (LEMD). Maka penulis merasa sangat perlu wuntuk
membuat batasan—batasan masalah, dengan tujuan agar tidak
terjadi kesimpangsiuran dan ketidakielasan dalam pembahasan
karya tulis ilmiah ini.

Adapaurn batazan masalah tersebut adalah sebagai



berikut s

1. Apakah svarat=-svarat menjadi.penquruE sarta pemben—
tukan susunan pengurus dalam LKMD di desa Lapaukke
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau belum?

2. Apakah LKMD di desza Lapaukke telah melahsanakanltu-
gas dan fungsinya sebagaimana yang telah dituang -
kan dalam KEPRES RI Nomor 28 Tahun 1980 7

. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan
pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LERD
di desa Lapaukke 7

1.3. Metode Kajian

Sudabh merupakan suatu kewajiban dalam membuat sebuah
karva tulis ilmiah, dimana dalam pembahasan dan pengkajian—
nya mutlak adanya suatu metode kajian. Demikian pula dalam
membahas skripsi ini., sehingga hasilnya dapat diharapkan
memuaskan .

Adapun dalam membahas skripsi ini, penulis menggunahan
metode kajian sosiologis. Dimana metode ini dimaksudkan
untuk mengetahui pelaksanaan YEPRES RI NMNomor ZE8 tahun 1980
‘:Entang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial
Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan ke—
nyataan vang Eeﬁunqéuhnya terjadi dalam praktek. Dalam hal
ini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

LKMD di desa Lapaukke.

Selanjutnyva penulis mengggunakan metode pengumpulan



data sebagai berikut :

metode

.

Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach),
yvaitu penulis membaca literatur ilmiabh vyang ber—
kaitan erat dengan judul skripsi. Di samping 1itu,
penulis Juga mempelajari peraturan perUndang-
Undangan vang menjadi dasar pembahasan skripsi ini.
Metode Penelitian Lapangan (Field Research), vyaitu
penulis mengadakan penelitian langsung di desa

Lapaukke sebagai lokasi pepelitian.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan

Dbservasi,. Yaitu mengadakan pengamatan langsung
berbagai peristiwa yvang terjadi berupa kegiatan-
kegiatan LKMD yang ada di desa Lapaukke.

Hawancara., vaitu mengadakan tanva Jjawab Secara
lisan, dimana penulis berhadapan langsung. Dalam
proses wawancara ini penulis berfungei ‘sebagai
pencari informasi atau penanya. sedang di pihak
lain sebagai pemberi informasi ateu Informsai.
Kuisioner, dengan cara membuat angket atau daftar
pertanyaan yang berkisar sekitar pelaksanaan tugas
darn fungsi LKMD di desa Lapaukke. FPertanyaan-—
pertanyvaan tersebut selain ditujukan kepada

angoota pengurus LEMD itu sendiri juga kepada



masyarakat umum.

1.4. Sistematika FPembahasan

LCalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjaﬂi
lima bao, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab,
Ini dimaksudkan wuntuk mendapatkan gambaran secara uOmum
mengena: hal—hal pokok vang dibahas dalam skripsi ini, Jjuga
untuk remudahkan pembaca dalam menelaah materi skripsi ind.

AZapaun sistematika pembahaszannyva adalah sebagai
berikut :

BAE I FPENDAHULUAN
Dalam bab inmi akan diuraikan tentang latar
belakang masalah, batasanmn masalah, metode kajian
serta sistematika pembahasan.

BAER I1 SEKILAS TENTANG LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LEMD)

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang
peEngertian Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LEMD), dasar hukumnya, tujuan serta tug;5 dan
fungsi yang diembannva.

BAR III © GAMBARAN UMUM TENTANG DESA LARAUKKE
Dalam bab ini memuat gambaran tentano keadaan desa
Lapaukke antara lain meliputi keadaan ogeografis-—

NYya, keadaan penduduknya, potensi  ekonomi serta

keadaan sos=ial budayvanya,
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BAER IV FELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMD DI DESA LAPAUKKE
KECAMATAN PAMMANNA KABUPATAEN DAERAH TINGEAT II
WAJO.
Dalam bab ini akan diuraikan tentang susunan dan
tata kerja LKEMD yang meliputi antara lain; syarat-
syarat vyang harus dipenuhi untuk menjadi angogota
pemgurus LKMD Juga tentang pengisian pPENQUrus,
serta akan diuraiakan tentang faktor-faktor vang
menjadi penghambat dan pendukung terhadap pelaksa-—
naan tugas dan Tungsi LKMD di desa Lapaukke.

BAER V PENUTUP
Dalam bab ini memuat kesimpulan dari materi yang
dibahas dalam skripei ini, juga berisi saran-saran

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LEMD

pada masa yang akan datang.
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BAB I1I
SEKILAS TENTANG LEMBAGA EKETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LEMD )
Z2.1. Pengertian

Sebelum membahas lebih jauh tentang eksistensi LEMD di
desa Lapaukke, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan apa
sebenarnya yang dimaksud dengan LKMD. Sebab dengan memberi-—
kan pengertian atau batasan terhadap suatu istilah, akan
memudahkan utamanya bagi penulis dalam pembahasan dan peng-—
kajian selanjutnya juga umumnya bagi pembaca dalam PSDE=
haman materi secara keseluruban.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LEMD) jika ditinjau
dari =egi bahasa terdiri atas empat kata vaituy Lembaga,
Ketahanan, Masyarakat dan Desa. Akan tetapi dalah hal ini,
empat kata itu sudah merupakan satu pengertian yang wtub.
Namun demikian penulis akan tetap memberikan pengertian

masing-masing kata.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.5. Foerwadarminta

memberikan arti perkata sebagai berikut :
" Lembaga adalah badan (organisasi) yang bermaksud
melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan
suatu usaha."
" Ketahanan adalah perihal tahan_ (kuat); kekuatan
hati; kebetahany kesabaran dsb."

" Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (se-
himpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat
dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu.”™

Desa adalah s=ekelompok rumah di luwar kota yang
merupakan kesatuani kampung (di luar kita)." )
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Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapatlah
ditarik unsur—-unsur dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD) sebagai berikut :

{. Suatu organisasi vyang bermaksud wuntuk melaksa-

nakan suatu usaha.

2. Untuk mencapai suatu ketahanan.

%Z. Berkenaan dengan pergaulan hidup manusia.

4. Dalam s=uatu tempat yvang berada di luar kota.

Dari unsur—unsur itulah. maka penulis dapat menyimpul-
kan bahwa LKMD adalah merupakan suatu organisasi yang ber-
maksud untuk melaksanakan suatu usaha yang berkenaan dengan
pergaulan hidup manusia yang berada di suatu daerah di luar
kota.

Jika kita telaah lebih jauh, maka pengertian tersebut
mempunyai makna yang sempit. Karena organisasi yang dimakeud
hanya berkehendak wuntuk melaksanakan suatu wusahs tanpa
dijabarkan lebih lanjut secara jelas. Oleh karenanya penger-—
tian lebih lengkap dan jelas dapat kita temukan pad; pasal 1
dalam Keputusan FPresiden RI Nomor 28 tahun 1980 tentang
Fenyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa
menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagal berikut :

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat
LEMD, adalah lembaga masyarakat di desa atau ke—
lurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat,
dan merupakan wahan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan yang meamadukan pelbagai kegiatan Fe-
merintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong
masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan peng-
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hidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasienal
vang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi,
sosial budayva, agama dan pertahanan keamanan.”
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kita
dapat ambil unsur—unsur vyang berada dalam LKMD sebagai
berikut :
1. Lembaga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
E..Eebaqai wadah partisipasi masyarakat dalam pem-—
bangunan.
X. Yang memadukan kegiatan Femerintah’ dan swadays
gotong royong masyarakat.
4, Yang meliputi segala aspek kehidupan.
5. Bertujuan untuk rewuiudkan Ketahanan Nasional.
Dari unsur-unsur yang eda mska dapat disimpulkan Pahwa  LKHMD
adalabh merupakan salah satu organisasi masyarakat vang
tumbuh dan berkembang di masyarakat yang berfungsi sebagai
wadah penyaluran aspirasi serta wadah partisipasi masyarakat
dalam merencanakan sekaligus melaksanakan pémhanqunan.
2.2 Dasar Hukum
Undang—Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk pera=
turan - perUndang-Undangan yang tertingi, yvang menjada dasar
dan sumber bagi semua peraturan perUndang—Undangan yang ada
di wilayah negara kita. Hal ini akan membawa konsebu-—
ensi bahwa apabila ada peraturan yang tinokatannya lebih

rendah, maka peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 0Oleh karena



itu, apabila membicarakan tentang dasar
pegangan pokok dalam pembahasan materi ini maka tidak akan
terlepas dari Undang—Undang Dasar 1940.

Segbagaimana kita ketahui, dalam penjelasan Undang-—
Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa negara Indonesia adalah
negara yang berdasar atas bhukum (Rechtstaat) dan bukan
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Dengan demiki-—
an, segala peristiwa dan perbuatan maupun tindakan vyang
terjadi di wilayah negara Republik Indonesia adalah sudah
sepatutnya berlandaskan hukum atau peraturan-peraturan yang
telah ditentukan.

Hal ini dipertegas oleh HMoh.Kusnardi dan Harmaily
Ibrahim s=ebagai hasil Simposium tentang Negara Hukum tabun
1966 di Jakarta memutuskan 3

*" Sifat negara hukum itu ialah dimana alat perleng-

kapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat
kepada aturan—aturan vyang telah ditentukan Ilebih
dahulu oleh alat—alat perlengkapan vang dikuasakan

untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut
"rule of law". K

Dleh karenannya, semakin nyatalah bahwa segala sesuatu
vang terjadi di negara kita harus sesuai dengan aturan-
aturan %anq ada. Hal ini apabila dikaitkan dengan adanya
LEMD di desa atau kelurahan. Maka pertama—tama yvang menjadi
dasar dari segala ketentuan—ketentuan dan atau aturan—aturan
vang berlaku terutama yang mengatur tentang Struktur dan

Tata Pemerintahan Desa adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 yang menyatakan:
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" Bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar
dan kecil, dengan bentuk maupun susunan pemerintah—
Annya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam
sistim pemerintabhan negara, hal—-hal asal usul dalam
daprah=daerah vang bersifat istimewa."

Lebibh lanjut dalam penjelasan pasal 1B Undang-Undang Dasar

1945 dengan jelas menvatakan sebagai berikut : )
" Oleh karena Indonesia itu sustu negara kesstuan,

*  egenheidsteat, meke Indonesgia tidak eskan mempunyei
daerah dalam lingkungannya yang bersifat ' ataat!’
juge. Daerah-daerah itu bersifat sutonoom (Strek-
dan locale rechtgemenscheppen) atau bersifaet admi-
nistrasi belaka, semuanya menurut aturasn yang skan
ditetapkan dengen Undang-undang. Deerah-daerah
vang bersifat autonoom akaen diadakan badan perwa-
kilan daerah, oleh karena itu di deerahpun peme='
rintahan akan bersendi di atas dasar permusyawara-
tan,"

Sebagai aturan pelaksanaan dari paesal 18 UUD 1945

Femerintah mengeluarkan Undang-Undang MNomor 5 Tahun 1974
tentang Fokok-FPokok Femerintahan di Daerah. Dalam pasal BB
Undang=Undang ini disebutkan bahwa :

" Pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan
dengan Undang-Undang."

Adapun Undang=-Undang vang dimaksud yvaitu Undang-Undang MNomor
2 Tabun 1979 tentang Pemerintahan Desa yvang sampai sekarang
tetap berlaku.

Selanjutnya telah dinyatakan pula dzlam Ketetapan Maielis
PEFmUEFawa%atan Rakyat Nomor II/AMFR/19%93 tentang Garis-Baris
Besar Haluan Megara- -Sebagaimana di bahwab ini &

" Fembangunan desa dan mayvarakat desa terus didorong
melalui peningkatan kKoordinasi dan peningkatan
pembangunan sektoral, pengembangan kemampuen sumber
daya manusia, pemanfaatan sumber oaya alam dan

penumbubhan iklim vang mendorong tumbuhnya prakarsa
dan swadaya mesyarakat sehingga mempercepat penino=-
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katan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya
menuju desa swasembada. ...."

Seperti telah di=uraikan pada bab terdahulu, bahwa
pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak
zaja yvaitu Pemerintah. Akan tetapi yvang lebih utama yaitu di
harapkan adanya partisipasi aktif masvarghat yang bersang-—
kutan. Adapun wadah atau tempat vyang menampung aspirasi
masyarakat, partisipasi serta cwadava gotong royong masyara-—
kat serta kegiatan pembangunan Pemerintah di- bentuk suatu
lembaga yang berkedudukan di desa yaitu Lembaga Eetahanan
Masyarakat Desa (LEMD).

Padas awal mulanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
{(LEMD) di- namakan Lembaga Sosial Desa (LSD}. L5D adalah
merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan
desa. LSD ini di bina oleh Departemen Sosial. Akan tetapi
eejak tabun 1971 pembinaan LSD di-alihkan dari Departemen
Sopsial ke Departemen Dalam MNegeri dengan dasar hukum
¥eputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1971  tentang Lembaga
Sosial Desa atau disingkat LSD. Hal ini mengandung maksud
agar LSD sebagai wadah partisipasi masyvarakat dalam pemban-—
gunan dapat dibina lebih efektif dan tidak terpisah—pisah.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata LSD sebagai
wadah participasi masyarakat dalam pembangunan yang menyelu-—
ruh dan terpadu dirasakan kurang berdaya guna dan berhasil

guna. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk
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menyempurnakan dan meningkatkan fungsi LSD agar mampu meren=
canakan pembangunan di desa sehingga ketabanan desa dapat
terwujud. Ini berarti pula mewujudkan Ketahanan Nasional.'
Kehendak menyempurnakan dan meningkatkan LSD tersebut direa-
lisir dengan adanya Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tabun
1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menja-—
di LKMD.

Dengan demikian, sejak dikeluarkannya keputusan presi—
den tersebut di atas maka istilah LSD sudah tidak di- pakai
lagi. Dengan kata lain, LKMD dinyatakan resmi berdiri dengan
dasar pendirian Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1%80.
2.3. Tujuan

Pada hakekatnya, berdirinya suatu organisasi, baik itu
organiczasi besar atau kecil memiliki suatu tujuan, atau ada
sasaran yang hendak dicapai. Perumusan tujuan setiap organi-=
easi harus jelas. Sebab tujuan merupakan landasan selanjut-
nya dalam menetapkan haluan, bentuk dan pekerjaan dalam hal
ini adalah kegiatan—kegiatan yang akan dilaksanakan serta
personil—personil yang akan melaksanakannya.

Sebelumnya penulis akan memberikan berbagai macam
definisi tentang organisasi.

Menurut Sutarto, vyang dimaksud dengan organisasi
adalah sebagai berikut :

" pOrganisasi adalah gsistem saling pengaruh antar orang

dalam kelompok va?g bekerjasama uwuntuk mEencapai
tujuan tertentu.”
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Y

Sedangkan menurut Hadari Nawawi memberikan definisi
organisasi sebagai berikut :

" v..s sistem kerjasama igkelnmpnk orang untuk men-—
capali tujuan tertentu.™ ) i

Selanjutnya The Liang Gie memberikan definisi vyang
lebih lengkap sebagai berikut :

“ Drganisasi dapat dirumuskan sebagai susunan vyang
terdiri dari satuan—-satuan organisasi beserta se-—
genap peiabat, kekuasaan, tugas dan hubungan-
:uhungan ﬁaé? sama lain dalam rangka mencapai tujuan

ertentu.

Dari pengertian—pengertian di atas, maka dapat diketa-
huli wvnsur-unsur organisasi sebagai berikut

1. Terdapat satu orang atau lebih.

2. Bermaksud untuk bekerjasama.

3. Adanya pengaturan hubungan.

&4. Adanva tujuan vang inoin dicapai.

Dengan memperhatikan semua unsur tersebut, penulis
dapat menyvimpulkan babwa organisasi adalah proses kerjasama
gejumlah manusia yang terikat pada suatu pengaturan hubungan
untuk mencapai tujuan vang telah ditetapkan.

Demikian pula dengan adanya LKMD yvang ada di desa ataon
kelurahan. LEMD sebagai oroanisasi kemasyarakatan tentunys
keberadaannya tidak sia-sia akan tetapi mempunyai suatu
tujuan. Hal ini diﬁat dilihat pada pasal 2 Keputusan Fresi-
den RI Nomor 18 Tahun 1980 sebagi berikut =

" Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertujuan membantu

FPemerintah Desa atau Kelurahan dalam meningkatkan
pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pem— .
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bangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta meng-
gerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam
pembangunan, sSehingga masyarakat memiliki keuletan
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan meEngem=
bangkan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi
segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan
wilayah.”

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka jelaslah
tujuan dibentuknyva LKMD. Dengan kata lain LEKMD mempunyail
tujuwan sebagai berikut

i. Hemhaﬁtu Femerintah desa dalam rangka meningkatkan

pelayanan Femerintah dan pemerataan hasil pem—
Barngunan .

Z. Dengan cara menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong

royong masyarakat.

3. Dengan tujuan agar mayvarakat memiliki keuletan dan

ketangguhan dalam menochadapi berbagai macam tan—
tangan .

Dengan bertolak dari tujuan tersebut, maka LKMD di
dalam mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta mengam—
bil bagian dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya dan
pembangunan desa pada khususnya. Sehingga hasil akhirnya
tentunya kembali kepada masyarakat itu sendiri.

2.8. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dengan adanya tujuan yang hendak dicapai

oleh LEMD dan itu telah diuvraikan pada pembahasan terdahulu.

Maka untuk mecapai tujuan tersebut, LKMD diberikan berbagai

aktifitas yvang terdiri atas tugas—tugas dan fungsi-fungsi.
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Sebelumnya penulis akan memberikan pengertian mengenail
tugas dan fungsi itu sendiri.
KEata tugas dalam FKamus Umum Bahazsa Indonesia
W.J.S. Foewadarminta adalah ;3
" 1. (—kewajiban), sesuatu yang wajib dikerjakan atau
vang ditentukan untuk dilakukan.

2. Suruban (perintah) untuk melaksanakan EEEHatU-“q]

Aadapun tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh LKMD
telah ditentukan dalam pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor
1980 sebagai berikut =

" Tugase pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah

membantu Femerintah desa atau kelurahan dalam:
apmerencanaken pembangunan yang didasarkan atas asas
musyawWwarahs;
b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan parti-
sipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan
secara terpadu, baik vang berasal dari berbagai
berbagai kegiatan Femerintah maupun swadaya
gotona rovong masyarakat;
c. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk
mengembangkan ketahanan di desa atau kelurahan.”
Apabila kata tugas mepurut pengertian di atas di-
kaitkan dengan tugas—tugas pokok yang diemban oleh LEMD
sebagaimana yang tercantum di atas. MHMaka tugas ‘tersebut
merupskan suatu kewajiban vyang bharus dilaksanakan. Ke-
wajiban mana harus dilaksanakan dengan sebaik=-baiknya, guna
berhasilnya tugas perencanaan pembangunan yvang telah dica-
Mangkan .

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas—tugas yang

diberikan kepadanya, LEMD mempunyai fungsi sebagaimana yang

telah ditentukan pada pasal & dalam Keputusan Fresiden RI



Momor Z8 Tabun 1980 sebagi berikut :

" a. ssbagai wadah partisipasi masyvarakat dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunanj;

b. menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan
dan pengamalan FPancasila.

c. menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan
ewadaya gotong rovong masyarakat untuk pem—
bBangunan

d. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan
masyarakat serta antar warga masyarakat desa
itu =endiri;

e. meningkatkan pengetabuan dan keterampilan
masyarakat;

f. membina dan mengoerakkan potensi pemuda untuk
pembangunan 3

g. meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan
keluarga sejahteraj

h. membina kerjasama antar lembaga vang ada  dalam
masyarakat untuk pembangunan;

i. melaksanakan tugas—-tugas lain dalam rangka
membantu Femerintah desa atau kelurahan untuk
menciptakan ketahanan yang mantap.”

Sebelumnya penulis akan memberi uraian tentang kata
TUnNgsa .

Kata fungsi dalam Kamus Umum Eahasa Indonesia
W.J.5. Poerwadarminta mempunyai arti :

* Jabatan (yvang dilakukan); pekeriaan vyang dilaku-
haﬁ."

gelanjutnya kata fungsi menurut Frof. Mr. Diokosutono
mempunyai 3 arti (dalam lapangan Geisteswissenschaft) yaitu:

= i. tupas, taak atau werkking in het verband van het

geheel ;
2. Hubungan timbal balik antara bagian dengan kese—

luruhan atau antara bagian dengan bagiang
S werking.” }
Eerdasarkan beberapa pengertian fungsi di atas, maka

fungsi mempunyai arti pekerjaan atau jabatan yang dilakukan

untuk melaksanakan suatu usaha kerjasama. Jabatan aiau
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pekerjaan mana diserahkan kepada suatu badan sebagai tang—
gung Jjawabnya.

Dengan demikian sudah jelas, bahwa LEMD dalam menijia—
lankan tugasnya juga diberikan beberapa fungsi vang telah
disebutkan di atas. Fungsi-fungsi yang ada merupakan satu
kesatuan vyang tidak terpisah dengan tugas yang diembannva.
sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi
yang terdapat dalam wadah LKMD, maka fungsi yvang dilaksana-
kan oleh LEMD adalah untuk menyelenggarakan tugas vyang
diberikan kepadanva.

Selanjutnya untuk melaksanakan fungsinya, LEMD melaku=—
kan usaha-usaha sebagaimana yang disebutkan pada pasal 4
ayat 2 dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
A984 tentang susunan dan Tata Kerja LKMD sebagai berikut :

" untuk menyelenggarakan Tungsi tersebut dalam ayat 1,
Lembaga Ketahanan Masyarakat Deza mengusahakan =

g« terpenubhinva kebutuhan esensiil masvarakat;

b. tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan
sesual dengan kemampuan setempat:

c. terselenggaranva peningkatan koordinasi,- sinkro-
nizasi, dan integrasi secara lintas sektoral;

d. terselengoaranya program yang berkelanjutan;

e. adanya peningkatan perluasan kesempatan kerjag

f. adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat;

g. pemerataan pelayanan Pemerintah kepada masyara-—
kat;

h. tumbuh dan berkembangnyva kesadaran dan ke—
yvakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;

i. tumbuh dan berkembangnya, kemauvan dan kKemampuan
pENYEsUaian bagi masvarakat terhadap adanya
perubahan karena pembaharuan dan perubahan ke
arah kemajuanj

j. terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam
kerukunan dalam kehidupan antar umat beragamaj;



24

k. terciptanva suatu kondisi tertib dimana masyvara—
kat wmerasa keamanan dan ketentraman dirinya
terjamin. "

Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan usaha—usaba
yang harus dilaksanakan oleh LKMD, maka jelas kesemuanya itu
tak lain adalab bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam
rangka pembangunan desa. Untuk itulah, LKEMD harus dapat
difungsikan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, dalam rangka kelancaran jalannya.
pembangunan desa atau kelurahan, LKMD itu benar—benar diha-
rapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal
mungkin. Karena apabila kita melihat ulang perihal tugas,
fungsi dan usaha—usaha wang harus diembannya adalah meliputi
seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia (masyarakat). Oleh
karena itu, tidaklah berlebihan jika dinvatakan bahwa LEMD

memegang peranan vyang sangat penting dalam rangka meng=

galakkan pembangunan di pedesaan.
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BAEB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA LAPAUKKE

3.1. Keadaan Geografis
Desa Lapaukke merupakan salah satu diantara sebelas
desa yvang ada di wilayah kecamatan Fammana vang terdapat di
Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo. Desa Lapaukke tersebut
terletak £ 8 km dari Ibukota Kecamatan Fammana atau * 21 km
dari Ibukota Daerah Tingkat II Wajo. Dimana desa Lapaukke
mempunyai batas—-batas sebagai berikut :
— Sebelah utara dengan desa Wecudai dan kelurahan
FPammana Kecamatan Fammana Kabupaten Wajo.
= Sebelah timur berbatasan dengan desa Lebbam
Kabupaten EBone.
- Sebelah s=selatan berbatasan dengan desa Baringeng
Kabupaten Soppeng.
- Sgbhelah barat berbatasan dengan kelurahan Sompe

Kecamatan Sabbang FParu Kabupaten Waio.

Desa Lapaukke mempunyal luas yvaitu 1&6£.90 kmz. Desa Lapaukke
vang seluas 16.90 hmE tersebut diperinci menurut penogunaan

tanah terbagi atas :
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TABEL I

LUuAS DESA LAPAUKKE DFERINCI MENURUT
FENGGUNAAN TANAH SAMPAI TAHUN 1993

Mo . Jenis Penggunaan Tanah J?Ei?h Ket.
1. Ferumahan dan Pekarangan S0.02
2 Sawah sederhanastadah huian 048,25
7, Fertanian tanah kering dan
ladang/tegalan 759,35
4., Lain — lain 163,28
Sumber Kantor Desa Lapaukke

Adapun desa Lapaukke berdasarkan ketinggian tanah
dari permukaan lavt yaitu 13 meter. Sedangkan curah hujan
rata—rata 2329 mm/tabun. Desa Lapaukke termasuk dataran
rendah dengan =subhu rata-rata 28°C.

Fada mulanys desa Lapaukke terbagi atas 3 dusun yaitu
dusun Sumpangale yang merupakan ibukota desa Lapaukke, dusun
Fattema—-risaliweng dan dusun Bila. Akan tetapi sejak di-
mekarkan, maka desa Lapaukke berkembang menjadi 3 .dusun
waitu 2

= gusun Sumpangale

— dusun Fattema-risaliweng

= dusunm EBila

- dusun Tobatang

— dusun Sumpangale Barat

Jarak antara dusun rata-rata 2 kilometer, babkan ada vyang



sampai 4 kilometer.

Desa lapaukke apabila dibandingkan dengan desa-desa
lain yang berada di wilayah kecamatan Fammana termasuk desa
yvang terpencil. Dimana jarak yang ditempuh dari Ibukota
Kabupaten ke Kecamatan cukup lancar. ARkan tetapi sebaliknya
jarak wvang ditempuh dari kecamatan menuju desa Lapaukke
tidak lancar. Hal ini akan terjadi karena prasarana dan
sarana perhubungan vang belum memenuhi syarat dan jumlahnya
masih =angat terbatas. Transportasi yang umum dipakai oleh
masyarakat desa Lapaukke adalah dokar (bendi). Demikian pula
dengan kondisi jalanan yang belum beraspal, jalanan sering
rusak dan selalu tergenang =aat musim hbujan. Sehingga apabi-
1a hendak menuiu ke desa Lapaukke akan mengalami berbagail

macam kesulitan.

3.2. Jumlah Penduduk
Sebagaimana dalam Ketetapan Maielis Permusyawaratan

Rakyat MNomor II/JMPR/1993 tentang Garis—Garis Besar Haluab

Begara menyebutkan babwa :
" pepnduduk  ysang besar jumlahnya sebacai sumber davya
manueia yang potensial dan produktif bagi pem-

bangunan Nasional."

BEerdasarkan pernyataan tersebut, jelaslah bahwa jumlah
penduduk yang sangat besar merupakan modal dasar pembangunan
dan juoa sebagai 5a]§h satu potensi yang apabila kita dapat
memanfaatkannya dengan baik maka akan menghasilkan ke—

untungan vyang sangat besar. Dengan kata lain, penduduk

merupakan potensi yang menentukarn, di samping Jjuga potensi-
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potensi lainnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan di
=egala bidang. Akan tetapi sebaliknya, jika penduduk Yyang
berjumiah besar tidak dapat dimanfaatkan dalam arti dibina
dan dikerahkan dengan sebaik-baiknya maka akibatnya akan
merusak pembangunan itu sendiri.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, penulis menganggap
perlu wntuk mencantumkan jumlah penduduk yang berdiam diri
di desa Lapaukke. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat
tabel di bawah ini :

TABEL I1I

KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS
KELAMIN DI DESA LAPAUKKE PADA TAHUN 1993

MNo ?E;?:ia:aﬁzgz Pria Wanita | Jumlah Fet
p R B = 1&7 123 S60

2 ey 188 239 427

. 10 = 14 196 Z04 {00

4 . i35 = 19 1546 1746 52 :
e 20 = 249 114 191 05

& is - 1% 135 203 38

T 30 - 34 146 179 S

8. >a - 39 . 122 18 =12

7. 40 — 44 Fé 139 233

14 45 - 4% 78 127 200

11 o = 04 a0 79 129




12 55 keatas 173 04 477

Sumber = Earntor Desa Lapaukke

Jadi sesuai dengan data yang penulis peroleh sampai bulan
Juni 1993 menyebutkan jumlah penduduk tercatat sebanyak 38358
jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 1631 Jiwa dan perem=—
puan sebanyak 2207 jiwa dengan jumlah 585 kepala keluargz -
Ferdasarkan tabel tersebut, maka tahpak bahwa penduduk
desa Lapaukke sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan di desa Lapaukke khususnya dan di wilayah negara
Republik Indonesia pada umumnya. Hal inid disebabkan karena
penduduk desa Lapaukke didominasi oleh penduduk yang masih

berusia muda.

Penduduk desa Lapaukke, apabila dikelompokkan menurut
golongan umur dapat diprosentaasikan sebagai berikut :
Golongan wumur G — 4 tahun sebesar 9.4 %, golongan wmur 3 - 9
tahun sebesar 11,1 %, golongan 10 — 14 tahun sebesar 7,9 %,
golongan uwumur 13 — 1% tahun sebesar B.7 ¥%; golongan umur
20 - 24 tahun sebesar 7.9 %, golongan wumur 23 = 29 tabun
sebeear 8.8 %, golongan umur 30 — 34 tahun sebesar 8,0 ¥.
golongan 39 - tah;n ephesar B,1 %, golongan umur 40 = &5
tahun =ebesar &,1 tahun, gelongan umur 45 — 49 tahun sebesar
5,2 %, golongan umur o0 = 54 tahun 3,4 %, serta golongan

umur 55 tahun sebesar 12,4 %.



Dengan memperhatikan prosentase di atas, maka penduduk
vang berusia muda, apabila kita berpedoman seperti peng-
golongan penduduk menurut umur yang dikemukakan oleh Dr.
Nathan dan Prof. Dr. Widioyo Nitisastro adalah sebagail
berikut :

= umur O — 4 tahun disebut usia bekum produktif.

= wumur 15 — &9 tabun disebut usia produktif.

= umur && tahun ke atas disebut usia improduktif.

Jadi .golongan penduduk menurut umur yang merupakan potensi
tenaga kerja yvang produktif vang ada di desa Lapaukke adalqh
mereka wvang berusia antara 153 — &0 tahun sebanyak 69,1 X%.
Ini menunjukkan bablwa di de=za Lapaukke yvang berusia produktf
adalah mayvoritas.

Akan tetapi melibat berbagai kenyataan vyang penulis
temukan di lapangan, babwa sebagian besar .énlnnqan nsia
mudastenaaga kerja yvang produktif sangat kurang Jjumlahnya,
Hal ini disebabkan oleh banvaknya penduduk vang ~ pergi
meninooalkan  kampung halaman (merantau) menuju ke daerah
lain dengan maksud dan tujuan mencari penghidupan yang lebih
baik. Misalnya ke Falopo untuk berkebun cokelat. Juga
ke Ujung Pandang bahkan ada vang sSampai kEeluar Sulawesi

Selatan vaitu ke Irian Jaya, Ambon, Kalimantan dan Sumatera.

%.3. Potensi Ekonomi

3

Untuk dapat terlaksananya pembangunan di dagrah

pedesaan, maka di samping jumlah penduduk yvang besar Juga
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penuniang terlaksananya segala kegiatan adalah
adanya potensi desa. Potensi desa adalah merupakan suatu
kesanggQupan s kekuatan maupun kemampuan yvang dimiliki oleh
=suatu daerah atau wilayah. Yang dimaksud dengan potensi desa
dalam pembahasan ini adalah potensi ekonomi desa. Fotensi
desa wyang meliputi sumber—-sumber a]amT baik vyang sudah
terwujud maupun vang belum terwujud. Sehingga diharapkan
pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa
dan masyarakatnya. Jadi sebenarnya potensi inilah yvang bharus
digali dan dimanfaatkan wuntuk memenuhi kebutuhan warga
masvarakat desz dalam rangka memendhi kebutuhan untuﬁ meEn—
capai kesejahteraan esluruh masvarakat sehingoa dapat meng-
antarkan masyarakat menuju kehidupan yang layak, tentram,
damai sebagaimana yang dicita—-citakan oleh seluruh rakyat
Indonesia umumnya dan masyarakat desa Lapaukke pada khusus—
NYa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan
mengemukakan potensi ekonomi desa di desa Lapaukke. FPendudul
Yang bekeria sebagai petani vang merupakan sumber
penghidupannya di desa Lapaukke sebanyak 3015 orang atau
90,65 %. Dleh karenanya dapat dikatakan bahwa sebagian besar
magyarahat desa Lapa;hke menggantungkan hidupnys pada sektor
pertanian. SEglain dari itu adalah pedagang, pegawai negeri,

tukang, pengangkut, ABRI dan lain—lain. Untuk lebih jelasnya

a

dapat dilihat pada tabel di bawah ini &



TABEL III

KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
FPADA TAHUN 1993

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah ket
i. Fetani 015
2 Pedagang/Wiraswasta 125
5 Fegawai Negeri 24
4. Tukang 7
5. Pensiunan ABRI ' z
&, AERT 1
7 Fengangkut 1
-

Sumber : kKantor Desa Lapaukke

Untuk lebih Jjelas dan lengkapnya mengenai keadaan

potensi yang dimiliki oleh desa Lapaukke, maka penulis akan

mengemukakan berbagai macam potensi ekonomi yang ada sebagai

berikut =

FPertanian

Tanah ﬁertanian merupakan sumber potensi yang
sangat penting baga masyarakat desa. EKarena tamah per-=
tanian bagi mereka adalah sumber dan tempat untuk tumpuan
kehidupan dan Penéhidupaﬁ bagi masyarakat desa umumnya.
Demikian di desa Lapaukke, misalnya dengan tanah pertani-
an sawah mereka dapat menghasilkan tanaman bahan makanan

juga bahan 'perdagangan dan kebutuhan lainnya.



Fotensi ekonomi di sektor pertanian, apabila
dilihat dari penggunaan tanah vang khusus diperuntukkan
di bidang pertanién cukup lwuas. Untuk lebih jelasnya kita
dapat lihat pada tabel dibawah ini =

TABEL IV

KEADAAN LUAS TANMAH UNTUK PERTANIAN
DESA LAPAUKKE PADA TAHUN 1993

No . Jeni=s Tanaman Luas Areal Froduksi
(ha) (ton)
g a. FPadi palawija °48,25 300
b. Jagung 115,02 T
c. Kacang Tanah 290, 00 =]
d. EKetela Fohon 59,00 .37
Z. Buah—buahan =
a. Pisang | Sedo =
b. Pepaya P ' 3
C . Mangga i e | 2
i

sumber @ Kantor Desa Lapaukke

2. Perkebunan
Luas areal perkebunan untuk beberapa tanaman yang
menonjol di desa Lapaukke adalah cebagaimana Yandg

diterangkan pada ‘tabel di bawah ini :
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TABEL V

KEADAAN LUAS AREAL TANAH PERKEEUNAN
DI DESA LAFAUKKE PADA TAHUN 1993

MNo. Jenis Tanaman Luas Areal FProduksi
(ha) (tan}

1. Kelapa 150,00 10

2a Cokelat ’ Q0,00 20

e Tembakau 10,00 a

Sumber @ Kantor DEEa_LapaukkE
Feternakan

Masih dalam rangkaian dengan potensi yang terdapat
di desa Lapaukke, maka ternakpun juga merupakan sumber
potensi ekonomi serta mempunyai fungsi  yang sangat
penting bagi masyarakat desa Lapaukke. Karena ternak
mempunyai potensi sumber temaga yang bisa dimanfaatkan
oleh petani. Seperti halnya ternak sapi, kerbau, kuda dan
igin=lain. Dimana hewan tersebut dipergunakan L untuk
mengolah  sawah di samping itu, juga dapat dipakai untuk
tenaga angkutan dan sebagainya. Selain dari itu ternakpun
hagi'masyarahat desa pada umumnya dan petani pada khusus-—
nya &=dalah =ebagai alat tabungan. Karena makin banyak
ternak yang dimlliki berarti akan semakin besar pula
sumber keuangan yang dimilik petani. Dan tak kalah pen-

tingnya ternak bagi petani dapat merupakan sumber bahan

makanan dalam rangka meningkatkan oizi keluarga petani di



desa. Untuk mengetabuil potensi dibidang ini, maka dapat

kita lihat pada tabel di bawah ini :z

TABEL VI

KEADAAN JUMLAH TERNAE YANG FDA DI
DESA LAFPAUKEKE SAMFAI TAHUN 1993

No. Jenis Ternak ?::;?? Ket.
s i Ayam kampung 2500
2 I £1ik 1500
P 8 Kambing o0
4. Sapi biasa 00
S. Ferbau 150
b Kuda 100

Sumber : Kantor Desa Lapaukke
4, Perhubungan
Prasarana perhubungan di desa Lapaukike belum
berkembang secara baik. Hubungan dari ibukota hE:?matan
dengan ibukota desa pada umumnya tidak lancar, karena
dihubungkan dengan jalanan yang belum beraspal. Demikian
‘dengan sSarana perhubungan masih sangat terbatas

pula

jumlahnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel di

bawah ini =
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TABEL VII

JUMLAH ALAT TRANSFPORTASI DI DESA
LAPAUKKE PADA TAHUN 1993

No. Jenis Transportasi Jumlah Ket.
({buahl)
1. Mikrolet 1
Za Sepeda Motor - 23
n Dokar i
5. Sepeda S0

Sumber : Kantoer Desa Lepaukke,
8. Industri

Fada umumnya perindustrian yang ada di desa
Lapaukke masih tergolong dalam industri kecil, berupa
keraiinan pembuatan kasur dan pembuatan sarung sutera
{dikenal dengan jetilah ATEM: Alat Tenun Bukan Me=in) .
Namun potensi di sektor ini belum begitu mﬁju. hal ini
disebabkan karena kurangnya modal yang dimiliki oleb
sebagian besar pengrajin. Sedangkan apabila kita - 1lihat
jumlah penduduk yang bergelut di bidang ini cukup banyak

veitu £ 150 orang-

%.4,., KFeadaan Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya di desa Lapaukke dengan desa—
desa lain yang berada dalam wilayah kecamatan Fammana tidak

terdapat perbedaan. Dimana penduduknya terdiri dari berbagai

macam sSuku bangsa serta berbagai macam pekerjaan atau



profesi. Akan tetapi suku bangsa yang dominan di kabupaten
Wajo pada umunya dan khususnyva wilayvah kecamatan FPammana
adalabh suku Bugis. Demikian pula di desa Lapaukke mayoritas
penduduknya adalah suku bugis. Oleh karenanya, masyarakat
desa Lapaukke tentunya dalam pergaulan sehari-hari mengguna-
kan bahasa daerah yaitu bahasa Bugis. Hal ini juga sedikit
banyaknya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ada. Oleh
karena itu, penulis merasa perlu untuk mencantumkan keadaan
tingkat pendidikan masyarakat desa Lapaukke seperti di bawah

imt =
TABEL VIII

KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT
PENDIDIKAN PADA TAHUN 1993

Mo . Tingkat Pendidikan i?Tiz? Ket.
i. Belum sekolah/buta huruft 933

2 Tidak tamat SD/sederajat 290

e Tamat SD/sederajiat 1500

4q. Tamat SLTP/sederajat 75

5. Tamat SLTAsederajat 35

b Tamat Akademi 1

.?. Tamat FT Fi

sumber : FKantor ‘Desa Lapaukke
Adapun kebiasaan masyarakat desa Lapaukke dalam men-—
gungkapkan rasa syukur diwujudkan dengan mengadakan acara-

acara syukuran. fcara eyukuran seringkali dilaksanakan
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dengan sangat meriah, dengan pemotongan hewan. Acara semacam
ini biasanya diadakan setelah panen tiba yakni antara bulan
September — Oktober dengan berbagai macam tari-tarian,
pertandingan—pertandingan olehraga dan lain-=lain.

Masyarakat desa Lapaukke 100 ¥% beragama Islam. Oleh
karenanya dalam kehidupan sehari—-hari tampak selalu diwarnai

.

suasana kehidupan keagamaan. Baik dalam bertindak, bertutur
kata. =ifat =aling menolongpun nampak sangat menonjol.
Sehingga setiap orang dapat menjalankan ibadah dengan penub
ketenangan dan kedamaian.

TABEL IX

KEADAAN PENDUDUK DESA LAPUAKKE MENURUT AGAMA
PADA TAHUN 1993

No. Jenis Agama ??Tiz? kKet.
; 2 I=lam 2838
7. Frotestan -
. katolik - '
& . Hindu =
rigS. Budha o
&. Lain—lain -

Sumber : Kantor Desa Lapaukke



BAB IV

FPELAEKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD DI DESA LAPAUEKE

4.1, Struktur Organisasi dan Tata Kerja LKMD

Sebelum menguraikan struktur organisasi dan tata kerija
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), maka terlebih
dahulu kita ketahui pengertian tentang struktur.

Pengertian struktur menurut Drs. Suwarno Handaya-
ningrat adalah sebagai berikut :

" Struktur adalah kerangka kerjasama atas dasar ﬁembaT
gian kerja di dalam organisasi. Femhaqian kerja ini
menentukan wewenang, tugas dan keglataﬂ ﬂgang"nranq
dalam rangka kesatuan arah dan tujuan.

Dari arti yang dikemukakan di atas. maka kita dapat
mengetahui bahwa struktur adalah kerangka kerjasama dalam
satu arah dan tujuan dengen adenye pembegian tugss,
wewenarg den tanggung jawab.

Demikian halnya dengan adanva Lembaga Ketahanan Masya—
rakat Desa (LKMD), bahwa sebagai suatu organisasi kemasyara-—
katan Yyang berkedudukan di desa/kelurahan wvang mengemban
berbagai macam tugas dan fungsi seperti yang telah diuraikan
pada pémbahasan terdahulu. Dengan adanya tugas—tugas dan
fungsi jtulah. lembaga ini tentu saja membutuhkan adanya
struktur nrgaﬂiEEEi‘ yvang baik dan jelas serta terfsusun
dengan rapih, lengkap dengan tata kerjanya. Kesemuanya tak

iain adalab pertujuan untuk menunjang kelancaran tugas—tugas

nperasiunal lembaga tersebut. Sehingga dengan adanya peng-
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aturan yang jelas, maka pengurus LKMD tentunya akan mengeta-
hui dan menjalankan fungsi dan tugas sebagimana vang telah
ditentukan. Wujud adanya pengaturan tersebut vyaitu dengan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
1984 tentang Susunan dan Tata Kerja LEMD.

Dalam pasal 5 keputusan tersebut telah disebutkan

secara terperinci sebagai berikut :

Struktur organisasi LKMD terdiri dari :
a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab, yaitu:
1). Ketua Umum
2). Ketua I
S. Ketua 11
L. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penye-
ilengara ketatausahaan {administrasi}.
pBendahara sebagai penyelenggara tata keuangan.

d. Seksi sebagail pembantu pimpinan dan pelaksana wang

L3

terbagi menjadi @

1). Sekei Agama

21. Beksa pembudayaans Penghayatan, dan Pengamalan

Pancasila

%). Beksi Keamanan, yetentraman dan Ketertiban

43. Seksi Pendidikan dan Fenerangan

al). Eéksi Lingkungan Hidup

&) Seksl Fembangurian « Ferekonomian dan Koperasi

7). Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
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B8). Seksi FPemuda, Olahraga dan Kesenian

Z). Seksi Kesejahteraan Sosial

10) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Setiap sekesi tersebut diketuai oleh seorang ketua seksi.
Berdasarkan struktur tersebut, maka bagan struktur organi-—
sasi Lembapa Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat di-—

gambarkan sebagai berikut :

Eagan Struktur Organisasi LKMD

Ketua Umum
Ketua I

Ketua II

| Sekretaris

Bendahara

3 ] II I Il
8 ¥ 10
NTEOOECEDEEE

Keterangan =

= I

i. Seksi Agama

-F__Iq_
g. gzﬁzi kpamanan, Ketentraman dan Ketertiban

4. Seksi pendidikan dan Fenerangan

5: Seksi Lingkungan Hidup : .
5. Seksi Fembangunan, Perekonomian dan Koperasi
?' geksi Kesehatan, Kependudukan dan KB

E' ceksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian

?- ceksi kesejahteraan Sosial

lﬂ: geksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

gelanjutnya para pengurus LKMD pun telah diperinci



dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing

sebagai berikut :

1. Eetua Umum
Tugas ketua wmum adalah sebagai pimpinan dan
penanggung jawab LEMD, untuk itu dengan adanya tugas maka
ketua umum berfungsi sebagai =
a. Memimpin dan mengedalikan semua kegiatan LKMD.
b. Secara khusus melaksanakan kordinasi terhadap seksi
fgama, seksi Keamanan, Kentraman dan Kertiban, seksi
P43 dan seksi Pendidikan dan Fenerangan.

c. Membina lader pembangunan desa sebagai tenaga peng-

gerak pembangunan yang dinamis.

2. Ketua I

Fetua 1 mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam

memimpin dan mengendal ikan LKMD. Untuk melaksanakan tugas

tersebut., maka Ketua I mempunyai fungsi sebagai berikut @

a., Melaksanakan koordinasi terhadap seksi Lingkungan

Hidup, Seksi Fembangunan s Ferekonomian dan Koperasi,

ceksi Kesehatan, kependudukan dan KB, sekei Femuda,

Oiah raga dan kesenian serta seksi Kesejateraan So=ial.

b. Melaksanakan tugas—tugas tertentu yang diberikan oleh

Fetua Umuam.

Melaksanalkan tugas dan fungsi Ketwa Umum bila ketua

Umum berhalangan.
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Fetua II

Ketua dua juga sebagai Ketua Tim FPenggerak PEK men-—
punyai tugas membantu FKetus Umum dalam meminpin dan
mengendalikan LEMD. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Ketua II mempunyai fungsi sebagai berikut =
a. Memimpin dan mengelola seksi PEE.

b. Melaksanakan tugas—tugas tertentu yang diberikan oleh
Ketua Umum.
c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum dan  atau

¥etua I apabila Ketua Umum dan Ketua I berhalangan.

Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam

menye lenggarakan administrasi pelayanan. Dalam melaksana-—

kan tugas tersebut, sekretaris berfungsi :

a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsip-

an, pendataan dan penyusunan laporan.

tugas—tugas tersebut yang diberikan oleh

L

E. Melaksanakan

Fetua LUimlm.

c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum, Ketua I atau

ketua II apabila mereka sedang berhalangan.

Bendahara
Fendahara bertugas menyelenggarakan administrasi
e gan termasuk henda~benda bergerak atau tidak ber-
suan

k dan penyimpanan uang. Untuk melaksanakan tugas
gera
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tersebut, Bendahara berfungsi :

L d

a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan, ke—

uangan dan penyimpanan uang.

b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat

dalam pembangunan vang dinilai dengan uang.

4.1.1. Syarat-Syarat Anggota/Personel Pengurus LKMD
Sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 7 dalam FKe—
putusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja LEMD mengatur secara
jelas eyarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk

menjadi anggota LKMD sebagai berikut :

" Angoota FPengurus Lembaga kKetahane Masvarakat Desa
terdiri dari pemuka masyarakat antara laing pemuka
adat, agama, pendidik/cendekiawan, pemuda dan
wanita, dan pimpinan lembaga—lembaga masyarakat yang
ada di desa/kelurahan setempat dengan syarat-syarat
sghagai berikut : -

a. Bertakwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa j; e

b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1943

. Berkelakukan baik, Jjujur, adil, t:kap, wibawa dan
h pengandian kepada masyarakat 3

d ggﬂ:gaf genduduk desaskelurahan dan bertempat

tinggal tetap ;
g. Mempunyai kemampuan
membangun .

dan kemauan untuk bekerja dan

Ababila kita perhatikan eyarat-syarat tersebut di atas
B i

bemudian kita kelompokkan syarat—syarat itu, maka kita dapat

menggolongkannya me;-].ja;jj_ 2 gelompok syarat yaitu syarat
mentalitas dan syarat pengetahuan. Dari ke=3 syarat tersebut
] i danglan
: rat kualitas mentalitas. S8
adalah didominasi oleh SY&
vaitu adanya kata

] cil
evarat pengetahuan hanya sebagian ke

cakap dan kemsmpugll.
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cakap dan kemampuan.

Menurut hemat penulis. bahwa persyaratan penaetahuan

ini masih kwurang apabila kita bandingkan dengan banyaknya
tugas dan fungsi vyang harus diemban oleh anggota LK

Sehingga dirasakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
anggota LEMD tidak Eéimhang sama sekali ﬁan sangatlah
ringan. Oleh karenanya, penulis dapat katakan bahwa ini

adalah merupakan adanya ketidaklengkapan peraturan tersebut.

Selain dari itu, perumusan syarat—syarat yang ada
sifatnya masih Fkabur. Misalnya syarat ke=3 ({berkelakuan
baik, jujur, adil, cakap, wibawa dan penuh pengabdian kepada

masyarakat). Feteatuan indi dapat saija ditafsirkan Secara

subyektif sesual dengan pihak yang mencalonkan atau meng-

angkat angogota Fengurus LEMD. Demikian pula dengan syarat—

syarat yang lain.

selanjutnya kherdasarkan ketentuan tersebut, maka

menunjukkan babwa egcara hukum dapat tidaknya seseorang

diangkat menjadi anggntafpersnnil pengurus LKMD adalah

telah memenuhi syarat—syarat

tergantung apakah ceseorang itu

yang telah di tetapkan atau pelum. Sehinoga apabila se-
cearang telabh memenuhi ke—3 syarat tersebut di atas, maka

ng itu sudah berhak menjabat sepbagai anggota Fengurus
cesgbra

J": E l-k '}'E, ﬂpahilﬂ EEEE = g hElu'm atﬂu !-dak. dﬂpﬂt
f 1 I'_I._I. tidah dapﬁt

LEMD.
diangkat menjadi anggota Fengurus
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Dalam praktek, pengangkatan untuk menjadi anggota

Pengurus LKMD tidak secara ketat berdasarkan pada syarat-

syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Dengan demihiaﬁ
dapat dikatakan, bahwa ketentuan—ketentuan yang telah diatur
tidak begitu sepenuhnya dipatuhi. Ini menandakan adanya
kelemahan—kelemahan utamanya para pelaksana peraturan itu
cendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sardiana Samad
(Sekretaris LKMD desa Lapaukke) sebagai berikut :

" Untuk menemukan orang yang harus sepenuhnya memenubi
evarat-syarat untuk menjadi anggota Pengurus LEMD
adalah agak sulit dan kadang membutuhkan waktu yang
lama. Sehingoa dalam hal ini kadang sudah cukup
hanya dengan pertimbangan seseorang yang dianggap
mampu memilih orang—-orang yang betul telah memenuhi
syarat untuk memenuhi anggota LEMD."

Oleh karenanya dalam praktek sebenarnya tidaklah terlalu

sulit untuk menjadi anggetya Fengurus LEMD. Akhirnya penulis

dapat kemukakan, bahwa pasal 7 tersebui tidak sepsnuhnya

terealisasi sebagaimana mestinya dan eyarat—syarat teraebut

belum seratus persen terpenuhl-

4.1.7. Pembentukan Susunan Pengurus LEKMD

Dalam pasal & K eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 1984 ayat (2) menyebutkan 3

W petua Umum dijabat oleh kepala Des=akKepala EkKe=

lurahan.”

pada pasal tersebut terlihat. babhwa untuk Jjabatan

Ketua Umum LKMD dijabat oleh Kepala Desa, karena jabatannya.

Hal ini sudah +idak dapat ditawar lagi. Dengan demikian,



a8

secara hukum Kepala Desa atau Kepala Kelurahan bertanggung

jawab atas maju mundurnya LEMD.

Demikian pula dengan jabatan Ketua II dijabat oleh Eetua Tim
Fenggerak FPEKK di tingkat Desa/Kelurahan vaitu dijabat oleh
istri FKepala Desaskelurahban. Dengan demikian umumnya Ketua
II LEMD dijabat oleh istri Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Ini
dengan adanya pertimbangan, bahwa orang yang paling dekat
dengan FKepala Desa adalah istrinya. Hanya dalam situasi
tertentu saja atau yang belum atau tidak memungkinkan jaba-
tan Ketua I1 tidak dijabat oleh istri Kepala Desa/kKepala

Kelurahan. Misalnya Kepala Desa‘Kepala Felurahan belum atau

tidak mempunyai istri.
Selanjutnya wuntuk jabatan Sekretaris umumnya dijabat oleh

Sekretarie Desa/fkKelurahan. Hal ini didasarkan atas pertim-

bangan demi pertimbangan demi lebih berdaya guna dan ber-—

hasil guna.

Dengan demikian, jabatan—jabatan LKMD yang dapat diisi

oleh tokoh—tokoh masyarakat adalah Ketua I, Bendahara dan

Ketua—Ketua Seksi.

Untuk mengisi struktur personalia lainnya dapilah

cara musyawarah atau mufakat dalam rapat yang diselengga-
se

Fakan khusus untuk itﬁ, yang dipimpin oleh ketua LEMD dalam

hal ini adalah Kepala Desa dengan melalui tiga tahap @
=]
1. Tahap Pencalonan

palam pasal B Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
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27 Tabun 1984 telah Cukup menyebutkan sebagai berikut

" Calon anggota Pengurus kecuali Ketua et

diajuhan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari
masing-masing dusun atau lingkungan."

Musyawarah vyang diadakan ditingkat dusun atau
lingkungan tersebut adalah dimaksudkan untuk memilih
calon—calen anggota Pengurus LEMD yang selanjutnya akan
diajukan atau menjadi utusan dusun atau lingkungan dalam
rapat khusus ditingkat desa atau kelurahan untuk memilih
anggota Pengurus LEMD yang definitif.

Sebagaimana penulis wraikan terdabulu, bahwa
seseorang yang dapat menjadi anggota LEMD adalah terlebih
dahulu harus memenuhi syarat-syarat vyang telah ditetap=

kan seperti pada paszal 7 dalam Keputusan Menteri Dalam

Negeri Momor 27 Tahun 1984 .

Mamun kenyataannya dalam pemilihan anggota Feng—

urue LKMD tidak begitu selektif diadakan di tingkat dusun

: . ¢ e
atau lingkungan. Akan tetapi yang penting dalam hal ini,

' ka masyarakat
dianggap sebagal PEmLE
bahwa seseorang yand

endidik/cendekiawan
P tau pemuka apama, P
atau pemuka adat, =&

da di
asyarakat Yyang &
i i 1embaga—lembagsa @
atay pimpinan

desd.

2. Tahap Pemilihan
1 B ayat (2) heputusan Menteri Dalam
Da]am FlaEa
tur tata cara
57 Tahun 1984 yand mangh
Megeri Nomor )
rus Lembaga Ketahanan Masyarakat Des
X 3 L1
pemilihan Feng ;



(LEMD) sebagaimana di bawah ini =

1] T >
;emlllhan anggota Pengurus Lembaga Ketahanan
asyarakat Deca dilakukan secara musyawatah
dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk

itu, dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan selaku
Ketua Umum."

Dari pasal tersebut secara tegas menyatakan, bahwa
pemilihan anggota LKMD dilakukan secara musyawarah. Hal
ini adalah merupakan penjelmaan demokrasi FPanca=sila
secara nyata yaitu demokrasi yang lebih menekankan musya=
warah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini
berkaitan erat dengan keberadaan LEKMD itu egndiri. Dimana
LEMD adalah lembaga masyarakat desa atau kelurahan vyang
tumbuh dari, oleh dan untuk rakyat, dan merupakan lembaga
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta merupakan
lembaga prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bermasyara=

kat, berbangsa dan bernegara.

Jadi, sudah tepat kiranya dalam pemilihan anggota

pengurus LEMD didasarkan dengan cara bermusyawarah.

Walaupun sgbenarnya tidak ada larangan dengan cara

pengambilan suUara terbanyak dalam pemiliban. Tapi yang

lebih cocok dengan jiwa bangsa Indonesia terutama masya=
=] ™
musyawarah untuk mufa—

rakat pedesasn adalah dengan cara

kat.

3. Tahap pengangkatan atau Pengesahan
Tah ini adalah tahap terakhir. Hal ini dilakukan
ahap
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apabila semua susunan personailia pengurus LKMD sudah

terbentuk. Selanjutnya nama-nama calon yang sudah

terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa

atau Kepala Kelurahan untuk mendapatkan keputusan dan

akhirnya melalui Camat disampaikan kepada Bupati atau
Walikota Daerah Tingkat II untuk mendapatkan pengesahan.
Dalam keadaan tertentu, Bupati atau Walikota dapat
melimpahkan wewenang pengesahan tertentu kepada camat.
Dan selanjutnya jika pengesahan sudah ditetapkan, maka
sudah dapat dikatakan telah resmi berdiri LEMD beserta
susunan anggota Fengurus LEFD. Anggota tersebut mempunyai
masa bakti 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.
Anggota Fengurus LEMD dapat berhenti atau

diberhentikan sebelum masa Jabatan berakhir. vaitu

¢

apabila :

a, Meningoal dunia j

b. Mengundurkan diri 3

cindah tempat tingoal dan menjadi penduduk

desa/kelurahan lain 3

d. Tidak memenuhi svarat-s?arat laoi sebagai
anggota FPengurus 3
Terkena peraturan perUndang-undangan dan
e er

ketentuan yand berlaku i

tersebut di atas dalam praktek tidak

Misalnya apabilsa ada anggota

Feraturan

sepenuhnya terlaksana.



Pengurus LKMD pindeh ke desa lein, dia pindah begitu saja
dan tidek melapor untuk minta diberhentikan menjadi ang-
gota Pengurus LKHD dan juga tidak diperhentikan. Dia ma-
sih tetap menjadi anggots Pengurus LKuD. Demikien pula
dengan bagian e.(tidek memenuhi syarat-syarat legi sehagai
anggota Pengurus). Sejak awal telah penulis katskan, bahwa
untuk menjadi anggote Pengurus LMD tidak secars ketat di-
geleksi ateu dipilih. Sehingga penulis temukan, ada anggo-
ta pengurus LKWD yang sudah tidak memenuhi syarat-gyarat
yang ditentukan tetap saja menjadi anggota FPengurus LEND
dan tidek ada istileh penggantian anggoba Pengurus LEHD.
Sebapaimana vyang dikemukakan oleh Sardiana BSamad
(Sekretarie Desa Lapaukke) sebagai berikut =
» Sehenarnya ada beberapa anggota FPengurus LEKMD
yvang tidak menetap di desa Lapaukke. Akan tetapi
mergka menjadi anggota Pengurus LKMD, =ebab
mereks mengemban tugas di desa- Lapaukke walaupun
mereka tidak menetap di desa Lapaukke. Misalnya
Kepala Fuskesmas FPembantu, pegawai FPPL (penyuluh

Pertanian Lapangan} dan lain-lain."”

4.1, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap FPelaksanaan
Tugas dan Fungsi LEMD di Besa_Lapnuth

sudah merupakan cuatu hal yang wajar, bahwa _dalam
proses pembanguhan baik dalam perencanaan maupun dalam
pelaksanaannya kita temukan banyak hal vyang merupakan
maﬁalah—ﬁaialah yang dihadapi di lapangan. Demikian pula
dengan keberadaan LEMD di desa Lapaukke. LEMD dalam me—
laksanakan tugas dan fungsi yang telah diberikan dan diper-=
cayakan kepoadanya mengalami berbagai macam hambatan. Hamba-
tan inilah yang menjadi sebab sehingga <eebagian keoiatan

pembangunan tidak terealisir dengan baik.
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4.2.1. Faktor—-Faktor Penghambat

Berdasarkan héﬂil penelitian penulis,. baik melalui
wawancara, pengisian kuisioner oleh para responden, =erta
pengamatan penulis di lapangan. Fenulis menemukan berbagai
hambatan yvang dihadapi oleh LEMD _ di lapangan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Faktor Dana

Sudah menjadi suatu kenvataan yang tidak dapat
diszangkal oleh siapapun, bahwa setiap individu, kelompok
individu, lebih—lebih organisasi baik dalam skala besar

maupun kecil tidak dapat berialan sebagaimana mestinya

tanpa ditunjang oleh dana yang cukup.-

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia W.J.5.

Foprwadarminta memberikan arti dana sebagai beraikut :

» pana adalah uang yang disediakan atau sgngaja

dikumpulkan untuk sesuatu maksud ...." .

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa vyang di-

maksud dengan dana dalam pembahasan ini adalah nyata

herwujud wang-

Dengan demikian, nampaklah faktor keuangan sangat

enting dalam sgtiap kegiatan. Karena tidak ada satu
P

kegiatan Pun  Yang tidak membutuhkan uang. Dengan kata
LB

lain, makin banyak kegiatan yang ingin kita realisasikan
x

maka Ssemakin besar pula jumlah uang yang kita butuhkan



54

dalam kegiatan pembangunan. Sehingga makin besar jumlah
uwang vyang tersedia, maka makin banyak pula kemungkinan
kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Demikian pula dengan pemerintahan desa beserta
lembaga yang ada, dalam hal ini Lembaga Ketahanan Masya-—
rakat Desa (LKMD). LEMD "HalEt. -melaksanakan b
bagai macam kegiatan dan tentunya bermaksud merealisasi-—
kannya, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Ini
berarti aalam penyelenggaraan setiap kegiatan pembangunan
memer lukan uvuang. Tanpa adanya uang atau dana yang cukup,
maka bukan tidak mungkin banyak kegiatan yang telah

direncanakan dengan esbaik mungkin tidak terlaksana

seperti yang diharapkan.

Geperti apa yang dikemukakan oleh Letnan Eandu

(Kepala Desa Lapaukke) sebagai berikut @

" = diakui, bahwa ada sebagian kegiatan yang
eyt dlren:;nakan dengan baik ternyata tidak

h J o -
jUd:t tprlaksana sebagaimana mestinya. h?glatan
o +idak terlaksana tersebut adalah sebagian
Eé;ﬁr ke?iatan yang sifatnya butuh biayva
han'ﬁi’ab'\.i" 5

Kesemuanya ini didukung oleh kenyataan, bahwa LEMD
E

kegiatan yang telah direncanakan
laksanakan
dalam mME ;

i penturan dalam hal terbatasnya dana yang ada.
menaalam

.+ tercermin dengan adanya beberapa program fisik
Hal ani
d.Frﬂgfamhan atau direncanakan tidak terealisir
i
wang .
mestinya, antara lain dapat kita lihat pada



n
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beberapa program kerja di bidang pembangunan secara fisik
valtu 3
= Pembangunan jalan desa sepanjang 1 km wang
menghubungkan dususn BEila dengan dusun
Supangale.
= Pendirian rumah bersalin Desa di dusun Tobatang.
= Rehabilitasi bangunan sarana ibadah {masjid).
= Pendirian gedung madrasah (untuk sekolah agamal .
— Rehabilitasi jalan dan jembatan kayu.

= Dan lain=-lain.

Keeemuanya ini tidak dapat terealisir sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan. Setiap tahun selalu diprogramkan,
akan tetapi sampai bulan junid 1993 tetap belum terwujud,

Seperti Juga dikemukakan oleh Sardiana Samad

(Sekretaris Desa Lapaukke) sebagai berikut :

w Tidak terlaksananya kegiatan—kegiatan yang ada
di desa Lapaukke adalah yang menjadi
eghab utama karena sangat terbatasnya. dana.
cehingga dapat dipastikan kegiatan vyang sudah
direncanakan tidak dggat berjalan sebagaimana
yang kita harapkan.”

pPada dasarnya tingkat partisipasi masyarakat cukup

besar dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di
= a

S | apaukke. Akan tetapi bentuk/wuiud partisipasi vyang
2%

berikan pleh sebagian besar masvarakat desa Lapaukke
diberit

Garah berwujud tenaga saja. Sedangkan partisipasi dalam
afda

ik pamberian uang sangat kurang. Untuk lebih jelasnvya
bentu



kita dapat lihat tabel di bawah ini :

TABEL X

FARTISIFPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK SUMBANBAN
PADA FELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LAPAUKKE

No. Bentuk sumbangan Yang Frobushes Parsen
Diberikan
1. Uanag 13 13,48
pre Bahan Material
Bangunan 9 9.47
B Tenaaga 7E 75,84

Sumber 1 Diolah dari kuisioner Responden 1993
Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa
partiéipasi masvarakat dalam pemeberian sumbangan dana
berupa uang hanya mencapai 18 orang dari 95 orang atau

13,68 X Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemberian

cumbangan dalam wujud uang di desa Lapaukke masih sangat

ini diakibatkan sebagian besar masyvarakat desa

minim. Hal

Lapaukke menggantunagkan hidupnya pada tanah pertanian.

s rti pada tabel III menunjukkan babwa dari 3326 orang
Bpe

ng'bermataﬂﬂﬂfaharian sebagai petani sebanyak 3015 atau
Ya

90,65 %. Dimana penghasilan petani di desa Lapaukke dalam
L] ]

tahun hanya 1 kali panen yanitu antara bulan September
1 tahu

5ampai Ok tobers

ceperti apa yang dituturkan oleh Letnan Bandu

{Kepala Desa Lapaukke) sebagaimana di bawah ini =



masys
Sebenarnya yarakat desa Lapaukke tidaklah

terlalu sulit dimintai sumbangan dalam wujud
apapun. Tapi karena penghasilan mereka vang
musiman itulabh vang menyebabkan mereka jarang
memberikan _sumbangan berupa wvwang dalam setiap
kegiatan."”

Hal ini herkaitan erat dengan cara mengelola tanah
pertanian di desa Lapaukke. Dimana sebagian besar cara
petani bercocok tanam masih menggunakan alat-alat dan
cara—-cara tradisional. Sehingga tingkat pendapatan Yang

dimiliki oleh petani desa Lapaukke masih relatif rendah.

2. Faktor Sarana dan Frasarana
Untuk kelancaran dalam setiap kegiatan yang
diadakan di desa Lapaukke, maka faktor ini juga- sangat
penti;g. Sebagaimana salah satu tugas pokok LKMD adalah
merencanakan pembangunan vang didasarkan atas asas musya—
warah. Hal ini terwujud dengan adanya rapat—-rapat atau

pertemuaq_pﬁrtgmugn yang diadakan di desa. Dalam rapat

tersebut yang hadir bukan hanya Kepala desa bersama

ggota peEngurus LKMD serta mmasyarakat desa Lapaukke
&n

: akan tetapi juga mengundang Kepala Wilavah Kecama-
saja, 3

tan “(Camat} can aparatnya sgbagai pembimbing. Hal ini
8

ring tidak dapat terlaksana dengan baik, karena berba-
=8

gai csebab :

a. Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan yang menjadi penghambat

dalam pelaksanaan salah satu tugas LKMD di desa
(=1
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Lapaukke terdiri :

- prasarana Jjalan sepanjang 8 km wyang menghubungkan
desa Lapaukke dengan ibukota kecamatan Pammana
dengan 3 buah jembatan kayu (batang kelapa) selalu
mengalami kerusakan utamanya pada musim Bujan.
Sehingga jalanan tentunya tidak dapat dilewati oleh
kendaraan beroda. Hal ini yang menyebabkan aparat
kecamatan tidak dapat menghadiri rapatjfpertemuan
yang diadakan oleh LEMD di desa Lapaukke.

Demikian pula dengan Aparat desa, anggota Fengurus
LEMD, anggota masyarakat desa Lapaukke yang ber-=
tempat tinggal kurang lehih 4 km dari desa Lapaukke.
Apabila musim hujan maka mereka tentunya tidak dapat

memenuha rapat/pertemuan vang dilaksanakan. Hal ini

berkaitan dengan sarana transportasi yang dimiliki

ocleh masyarakat desa Lapaukke.

Dari tabel JII terlihat bahwa masyarakat yang mem=

punyai ajat angkutan mikrolet hanya 1 orang, Yyang-

memiliki sepeda motor 25 orang, Yang memiliki dokar

agak becar jumlahnya yakni 50 prang demikian pula
=]

yangd memiliki sepeda.

bh. Sarana Knmunihasi

Sarana romunikasi ini sangat penting dalam

]isasikan salah satu fungsi LKMD yaitu meningkat-
merea



kan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Akan

tetapi pada kenvataannya alat-alat komunikasi vang
dimiliki oleh masvarakat desa Lapaukke Jumlahnya
sangat kurang terutama Televisi dan radio. Hal ini
menyebabkan masyarakat kurang dapat mendengar pesan—
pesan pembangunan seperti. siaran pedesaan, kelom—
pencapir, sambung rasa dan lain-lain. Acara-acara
semacam ini sebenarnya sangat penting haéi pera petani
dalam rangka meningkatkan hasil tanamannysa.

Dari jumlah KK (Kepala FKeluarga) di desa
Lapaukke yang memiliki radio hanya 13,02 %. Sedangkan
vang memiliki televisa adalah orang-orang yang benar=

benar mampu yvaitu bhanya T KK vyang ada di desa

Lapaukke -

Dan tak kalah pentingnya di desa Lapaukke

pai saat ini belum ada LMD (Listrik Masuk Desa).
=AM

sehingaa ini tentunya menjadi masalah bagi FF'E'I'I-dLI.dU.h
L=

bila menginginkan sgbuah pesawat televisi, terutama
apa

.  prang-orang Yang berpenghasilan rendah. 0Oleh
bagi

: anya apabila sudah ada listrik masuk desa maka
karen 2

memudahkan masyarakat desa Lapaukke untuk me=
akan

miliki esbuah televisi-

Demikian pula dengan koran—koran, sebenarnya

ngat penting egperti alat-alat komunikasi lain-—
ini sa

Namun S&lama penelitian, penulis hanya dapatkan
My a -
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satu KK yang berlangganan koran vakni Bapak Kepala Desa

itu sendiri.

c. Sarana Ekonomi

Sampai sfkarang di desa Lapaukke belum berdiri
KUD (Koperasi Unit Desa). Apabila sudah ada KUD ber-—
diri, maka melalui KUD masyarakat dapat menikmati
pelayanan melalui wadah tersebut. Sebab KUD berfungsi
untuk menyediakan sarana produksi bagi petani antara
lain bibit, obat—ohatan pembasmi hama sekaligus
sebagai penyalur hasil-hasil produksi pertanien.
Di samping itu, KUD juga berfungsi sebagai pemberi
kredit bagi masyarakat berupa kredit candak kulak
(KCK) dan lain-lain.

Namun demikian, saat initelah dirintis ke arah
itu. VYakni dengan adanya UED (Usaha Ekonomi Desa),

yaitu usaha ekonomi desa yang berusaha menambab peng=

hasilan keluarga.

%. Faktor Pendidikan

salah satu tujuan pembangunan Nasional adalah

rdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Akhir—akhir ini,
mENCE

pangunan pendidikan. bagi masyarakat semakin ditingkat-
pem

K pemerintah dengan berbagai macam usaha telah menge-
afl =

juarkan kebijaksanaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan
wl

bangs& -
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Hal tersebut di atas tidak terlepas dari pesan-
pesan vyang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 31

ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran.”

Femerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pengajaran Nasional, wang diatur
dengan Undang-Undang."

Kita menvadari sepenuhnya, bahwa pendidikan me-—
rupakan kebutuhan mutlak bagi individu. Sebab pendidikan
merupakan dasar untuk lebih meningkatkan cara berfikir,
cara bertingkah laku, bermasyarakat dan bernegara. Oleh
karenanya dengan bekal pendidkan yang diperolehnya, maka

masyarakat diharapkan akan mudah menerima perubahan—

perubaban dan pembaharuan—pemhaharuan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran LEMD di desa

Lapaukke adalah dalam rangka menanamkan rasa kebersamaan
& : :

membangun desanya agar cupaya tingkat kehidupan masyara—

kat lebih maju pengan demikian. pendidikan harus dimi-
a -

-

1iki oleh masyvarakat.

pemikian pula dengan anggota Pengurus LEMD ditu

ruhkan adanys orang—orang yang berpendidikan dan
dibutu

2 g LEMD diharapkan
Sephingga anggota penguru
bErwanasan -

. i maealah yvang timbul dalam masy&—
mendiagnosa setiap
& im P

" igbih dari 1tu, anggota pengurus LKMD
rakat- Bahkan

+ untuk menceTi alternatif pemecahan masalah.
dituntut untuk



gelanjutnya kita dapat mEniniau keadaan
masyarakat di desa Lapaukke dalam hal ini tingkat
pendidikan pada tabun 19935. Desa Lapaukke wang
berpenduduk JBIZB jiwa (tabel I11) dan keadaan Jjumlah
penduduk menurut tingkat pendidikan (tabel VIII). Dari
tabel tersebut nampak bahwa di antara 3838 jiwa yang
belum sekolah, buta huruf dan tidak tamat SD sebanyak
2921 jiwa atau 57,566 %. Hal ini menunjukkan rendahnya

tingket pendidiken masyarskat desa Lapesukke.

Demikian pula dengan pendidikan anggota Pengurus

L

LEMD di desa lapaukke. Sehingga hal ini mengakibatkan
masyarakat desa Lapaukke (termasuk anggota pengurus LEMD }

kurang mampu mengemukakan pendapat dan isi hatinya. Oleh

Larenanya, sebagian besar dari masyarakat desa Lapaukke

kadang masih sangat tergantung apa yang qikatakan oleh

emimpinnya Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel
p L]

berikut di bawah ini =



TABEL XI

JAWABAN RESFONDEN TENTANG TINGKAT KEAKTIFAN
DALAM MEMBERIKAN SARAN

No. Jawaban Responden Frekwensi Fersen
1. Sering 15 15,78
2. Kadang &0 63,15
De Jaranag Z20 21.09
Jumlah F5 100
Sumber = Diolah dari kuisioner Responden pada

tahun 1993
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di antara 95

responden Yyang sering memberikan saran hanya 15 orang

atau 15,78 %, yang menganggap dirinya kadang memberikan

caran lebih banyak yvaitu &0 orang atau &63.10 &, sedangkan

ang menganggoap dirinya jarang memberikan saran sebanyak
'l‘l'

20 orang atau 21,05 %. Hal ini menandakan tingkat ke—

ktifan masyarakat desa Lapaukke dalam hal ini pemberian
=

masih kecil frekwensinya dan tentunya masih perlu
S an
ditingkatkan.

epsemuanysa itu dikarenakan oleh adanya anggapan

: - masyarakat desa Lapaukke. Masyarakat desa
sebaglan bes

masih rmEngEHQEEF bahwa pendidikan itu bukan

Lapaukke
akan suatu yang mutlak dalam kehidupan seseorang.
merup .
;mana yang dikemukakan oleh Sardiana Samad (Skreta-
Sebagal

js DESa Lapaukke) sebagai berikut :
ris
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Masyarakat desa Lapaukke sebagian besar tidak
menyadari betapa pentingnva pendidikan bagi
seseocrang. Mereka masih beranggapan, bahws tanpa
pendidikan pun orang dapat hidup. Mereka masih
menyamakan pendidikan tak lain adalah bertujuan
untuk mendapatkan pekerjaan, tak lebih dari itu.
Sedangkan tanpa pendidikan pun orang bisa men=-
dapatkan wuvang. Apalagi bagi wanita, mereka
menganggap bahwa wanita hidupnya hanya untuk
mengabdi kepada suami dan anak-anak. Oleh =ebab
itu, wanjita tidak perlu menuntut ilmu tinggi-—
tinggi."

4.2.2. Faktor-Faktor Pendukung

Hambatan—hambatan yang telah disebutkan adalah merupa-—
kan mmasalah-masalah yang dihadapi oleh LEKMD dalam melaksana-—
kan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya. Namun

demikian, masalah—-masalah tersebut sebagian dapat teratasi

dengan adanya berbagai macam faktor pendukung/pendorong,

sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi LEMD memperlihatkan

keherhasilan-kebarhaﬁilan.

Adapaun faktor-faktor pendukung tersebut antara lain

sebagai berikut :

1. Faktor Kepemimpinan

Dalam kehidupan bersama, baik dalam kehidupan

. n dalam kehidupan bermasyarakat senantiaea
.'r:EllJE”"ga maup-'l.-l-

ceorang pemimpin. Dengan kata lain, kehidupan

dibutuhkan
da orang=orang yang dianggap
kat selalu a
permasyars
i i ka. Demikian dalam s=suatu
stau memimplr mere
berkuasa

) x dimana pemimpin merupakan TfTaktor penentu
organisaslis

cuksES atau gagalnya suatu organisasil. Secara
galam
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ringkas dapat dikatakan, bahwa dalam segala aspek kehidu-
pan dibutuhkan adanya seorang pemimpin.

Dalam cistem kepemimpinan masyarakat, kEita
mengenal berbagai type kepemimpinan. Karena menjadi
pemimpin masyarakat bukanlah hal yang mudah. Hal ini

dikarenakan sifat masyarakat yang dinamis.

Sejak -zaman dahulu sampai sekarang, kita mengenal
tiga type pemimpin valitu :

"i. Kepemimpinan Totaliter
2. ¥Kepemimpinan Demokratis

Z. Kepemimpinan Yang Bebas." 13

Adapun ciri-—ciri dari setiap pemimpin adalab sebagaimana

di bawah ini =
1. Eepemimpinan Totaliter. vyaitu kepemimpinan = vyang

berdasarkan pada tekuasaan mutlak. Seorang pemimpin

tptaliter epnantiasa memimpin tingkah laku kelompok

magyarahat dengan mengarahkan kepada tujuan yang

£

ditetackan sebelumnya.

Segala cpsuatu yang ada kaitannya dengan keputusan

hanya perada di satu pihak saja yakni pemimpin itu

sendiri- Sehingga ia dianggap dan menganggap dirinya

lebih mengetahul daripada orang lain. Oleh karenanya

cctiap keputusannya dianggap sah dan pengikutnya

harus mEnerima semuanya tanpa pertanyaan. Pemimpin

semacam ini biasanya dikenal sebagai manusia super.
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<. Kepemimpinan Demokratis, yaitu biasanya disebut juga
kepemimpinan yvang partisipatif karena sifatnyva.
Fepemimpinan sSemacam ini mempunvai ciri khas vyakni
setiap anggota kelompok masyarakat mempunyai kebebasan
untuk menyatakan pendapatnya. Oleh karena hal itulah,
maka mereka wajib tunduk kepada keputusan musyawarah
anggota kelompok tersebut. BSehingga akan membawa
konsekwensi wyaitu setiap suara dari setiap anggota
kéinmpnk adalah sama nilainya, dengan demikian tidak
ada istilah salah satu diutamakan.

I. Kepemimpinan Yang Bebas, adalah kepemimpinan vyang
dalam penentuan tujuan dan usaha-usaha yang akan
dicapail diserahkan sepenubnya kepada anggota—anggota.

Dengan kata lain. kepemimpinan semacam ini adalah

kepemimpinan yanag dilakukan apabila sudah tidak 1lagi

dikategorikan pada kepemimpinan totaliter dan

demokratis.

Sesuai dengan type kepemimpinan tersebut di atas,

kita dapat lihat type kepemimpinan yang bagaimana
maka 2

dianut aleh Kepala Desa Lapaukke dalam hal ind
yangd

herkenaar dengan fungsinya sebagai Ketua Umum LKMD.
erk !

Kepemimpinan Kepala Desa Lapaukke dalam kedudukan—

bagai petua Umum LKEMD dalam mengajak masyarakat de-—
nya Se =

tuk ikut certa dalam pembangunan adalah dalam tehnik
sa untuk &%

bilan hEPutUEén- Dimana Kepala Desa Lapaukke senan—
pgngam
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tiasa terbuka menerima saran-saran dan usul-usul dari
masyarakat. Ini menunjukkan adanya type kepemimpinan yang
demokratis, dalam arti masyarakat diikutsertakan dalam
proses perencanaan pembangunan. Ini sejalan dengan salah
satu fungsi LEMD vakni sebagai wadah partisipasi masyara—
kat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
Sebagaimana tabel XI menunjukkan hanya 13.7&68 %
yvang sering memberikan saran. Namun demikian, meskipun
minim yang memberikan saran akan tetapi setiap saran yang
ada =elalu diperhatikan oleh Kepala Desa dengan baik.

Untuk lebih: jelasnya, kita perhatikan tabel berikut ini :

TABEL XII

IKAFP KEPALA DESA
JakABAN RESPONDEN TENTANG S
SARAN-SARAN YANG DIBERIKAN

Mo Jawaban Responden Frekwensi Persen

Menerima saran dan

i dilaksanakan &1 54a21

= Meneriam saran tapi

e tidakdilakaanakan 25 246,31

- idak menesrima

a. :;ran Q T .47

Jumlah @5 100

5 piclah dari kuisioner respon=den pada

sumber  f L pan 1993

pari tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa
&

i tentang kepemimpinan LEMD SECara
. Respon-den
3 awaban
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terbuka menerima berbagai saran dari masyarakat. Hal ini
nampak Jjelas, bahwa di antara 95 orang responden vang
menyatakan bahwa kepemimpinan LKMD dalam menerima saran
dan dilaksanakan sebanyak &1 orang atau &4,71 %. Sedang-
kan vyang menyatakan terbuka menerima saran tapi tidak
dilaksnakan sebanyak 205 orang atau 26,31 % serta vang
menyatakan Ekepemimpinan LEMD tidak menerima saran Sse—
banyak 9 orang atau 9.47 %. Dengan demikian dapat dikata-
kan bahwa salah satu vang mendorong berhasilnya sebagian
program LKMD adalah faktor kepemimpinan LEMD yang selalu
terbuka menerima saran—saran dari masyarakat. Hal ini
akan membawa efek positif bagi masyarakat, yakni masyara-=
kat =emakin giat dalam melaksanakan setiap kegiatan

karena mereka merasa selalu dilibatkan. Yaitu mulai dari

perencanaan sampal pelaksanaan.

Seghagaimana pernyataan dari beberapa Ketua Seksi

dalam wadah LEMD di Lapaukke epbagai berikut =

¥

" a dalam sgtiap menghadaoi permasalahan di
Ezz:naizzaukke, Kelapa Desa selaku Ketua Umum LEMD
spnantiasa mqnnadakan rapat/pertemuan wang tidak
hanya dihadiri oleh anggota Pengurus LKMD akan
tetapi jugmnggota masyarakat desa Lapaukke. Dan
setiap pertemuan Kepala ) Dea; senantiasa

ntasaran/usul/pendapat dari setiap orang vang

i = -
2::ir. Tetapi. sayang sekali, kesempatan vang diberi—
kan kepada hkami tidak kami manfaatkan dengan
baik."ll}

bi samping itu, ada faktor penunjang vwang masih

rupakan rangkaian dari faktor pendukung yaitu :
e
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2., Partisipasi Masyarkat

Setiap kehérhagilan pelaksanaan pembangunan di
daerah pedesaan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanva
pertisipasi aktif dari masyarakat yvang berzangkutan.
Masyarakat desa, baik EEb%gai kesatuan sistem maupun
sebagai individu merupakan bagian integral vyang sangat
penting dari siﬁtEmpEmeriﬂtEhﬂﬁ-ﬂesa'ﬂleh karena itu
seperti yvang penulis paparkan pada pembahasan terdahulu,
bahwa pembangunan di desa itu bukan hanva tanggung Jawab
dari satu pihak saja yaitu pihak Pemerintah ( Kepala Desa
ezlaku Eetua Umnum LEMD dan anggota Pengurus LEMD ). Akan
tetapi vyang paling menentukan adalah adanya partisipasi
aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Salah satu wuiud
nyata dari rasa tangaung Jjawab masyarakat adalah adanvya

eikap mendukung terhadap setiap penyelenggaraan pemba—

ngunan desa. Yaitu antara lain tercermin adanya partiei-

pasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan , setiap

kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel X. Heskipun

partiEiFaﬁi masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan

berupa uang sangat minime. Namun demikian, partisipasi

masyarakat dalam hal pemberian sumbangan berupa tenaga

mencapai 74,84 L. Ini menuniukkan bahwa masyarakat desa

Fovangnya dalan MERDAngun CRsAnyS.
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Hal tersebut tidak terlepas dari peran para pe-
mimpin, dalam hal ini Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD
beserta anggota Pengurusnya. Dimana mereka senantiasa
berusaha meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masya—
rakat dalam membangun desa dengan cara memberikan bim—
bingan, pembinaaa, penyuluhan dan lain-lain tentang’
pentingnya arti ﬁemhangunan desa. Karena kesemuanya tak
lain adalah bertujuan uwntuk memberikan kesejahteraan
kepada seluruh masyarakat desa Lapaukke.

Selain dari itu, wvntuk mengatasi hambatan penye-
diaan sarana perbubungan, cara yang pernah ditempuh oleh
Femerintah desa adalah mengajukan proposal rencana peng—
aspalan Jjalan Yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah

Tingkat II Waio.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Muh.

Ridwan (Ketua Seksi fAonama) sebagai berukut :
j i bangun mesjiid baru

B k Emugsran mesjid dan mem
5?I: meﬁhutuhhan biaya besar. Sehingga kalau . hanya
s adaya masyarakat saja tidak cukup. MNamun

=T
mengharap berusaha untuk memchon bantuan kepada

Lita sudah

i i i i , akan tetapi_ sampai
ntah yang lebih tinaoli y & ;

ng:i;ng permohonan itu belum dikabulkan. iE}

| Akan tetapi mesk 1l pun demikian, para

gmimpinprmEfi“tih tetap memberikan pengaraban, penyu-=
'FI .

1uhan dan 1ain—=lain. Sehingga LEMD dalam menjalankan
uhia .

¢ s dan fungsinya telah menampakkan adanya keberhasi-
uga

selanjutnya diharapkan dengan adanya pembinaan
lan.

terus MmMENErUS dari pemimpin, maka sedikit demi
yang
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dapat mengatasi hambatan—hambatan vyang timbul

dalam pelahaﬁaan tugas dan fungsi LKMD.

Keberhasilan—keberhasilan itu terwujud antara lain

sebagaimana tercantum di bawah ini, mulai 1991-1993 &

1. Hasil swadava masvarakat, antara lain :

Rehabilitasi  Kantor Desa, dengan biaya  Rp.
1.000.00,-

Rehabilitasi Balai pertemuan/rumah jabatan Kepala
Desa, dengan biaya Rp. 300.000,—

Lanjutan Fembangunan Hantu; Babinkamtibmas,
dengan biaya Rp. J00.000,-

Fembangunan 4 buah Posyandu, dengan biaya seshasar
Rp. 1.712.000,-

Fembangunan IO patang meja kursi gedung Madrasah,
dengan biaya Rp. &00 . 000 ,—

perbaikan dinding Madrasah, dengan baiaya sebesar

Rp. 150.000-=

Fembinaan kursus—kursus PEK; dengan menghabiskan

biaya sebesar Rp. 300.000,=

Felaksanaan bulan bakti LEMD, dengan biaya

cehesar Rp. 300.000,=

Fembelian slat—alat Capsalon (Pembinaan FEK),

dengan biaya spbesar Rp. 400,000,-

= Rantuan Dari Pemerintah Pusat (Bangdes) antara

lainm =



Fa

Fembelian 1 wnit traktor tangan beserta alat
perlengkapan, dengan biaya Rp. 3.500.000,-
Simpan pinjam PKK diperuntukkan kepada para
Anggota FEK yang mempunyai usaha industri kasur,
dengan biava sebesar Rp. F00.000,-

Fembangunan & buah dueker. dengan biaya sebesar
Rp. 1.500.000,-

Fembangunan 1 buah jembatan kecil, dengan biaya

sebesar Rp. 2.00.000,—



i0.

11.

12.

T3

DAFTAR KUTTEAN BAB IV

Dre. Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerin-
ftahan am_ Fembanounan Masional, FT. Gunung
Agung, Jakarta, 1982, hal.lB8.

Dre. Joko Siswanto, Administrasi Femerintahan Desa.
CV. ARMICD, Bandung, 1988. hal.S9.

Wawancara dengan Sardiana Samad, Sekretaris LKHD
Kantor Desa Lapaukke, pada tanggal 25 Mei 1993.

Hasil Wawancara.

W.J.S. Poerwmadarminta. EKamus Umum Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 125.

Wawancara oengan Bapak Letnan Bandu, Kepala Desa,
Kantor Desa Lapaukke, pada tanggal 27 Mei 1993.

Hasil Wawancara.
Hasil Wawancara.

Hasil Hawancara.

Dre. M. Cholil Mansyur, S.H., Spsiologi Masvarakat
) Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1977,

hal 114.

Wawancara dengan para Ketua Seksi, Kantor Desa La-
paukke pada tanggal 1 = 10 Juni 1993.

Wawancara dengan Bapak Muh. Ridwan, Ketua Seksi Agama,
Kantor Desa Lapaukke, pada tanggal 12 Juni 1993.



BAB V
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B:.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab—bab terdabulu wang
menyangkut tentang pelaksanaan tugas dan fungsi LEMD di desa
Lapaukke, maka sebagai akhir karya tulis ilmiah ini penulis
akan kemukakan kesimpulan—kesimpulan sebagai berikut =
1. Dalam pEmbEntUEEﬁ susunan Fengurus LEKMD terutama dalam
hal pencalonan belum sepenubnya dilaksanakan sebagai-
mana vang telah ditentukan di dalam Keputusan Presiden

RI Momor 2ZB Tahun 1980.
Demikian pula mengenai syarat—syarat yang harus di-
penuhi oleh seorang anggota Pengurus LEMD belum ditaati

sepenuhnya dalam arti anggota FPengurus LEMD belum

dipilih secara csplektif. Terutama syarat. bagian (d),

yaitu bahwa seorang anggota Pengurus LEMD harus pen—

duduk desaskelurahan dan bertempat tinggal tetap.

= |Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LEMD}Y belum dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara afektif dan

Efiﬁien karens adanyé beberapa faktor penghambat vyaitu

antara lain =

a. Terbatasnya dana,

L. Terbatasnya fasilitas (sarana dan prasarana) vyang

meliputi sarana perhubungan, sarana komunikasi dan

sarana PpPerekonomian,
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c. Rendahnya tingkat pendidikan; hal ini yang menye-—
babkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan vyang
dimiliki oleh masyarakat desa Lapaukke khususnya
anggota Fengurus LEKMD sehubungan dengan tugas dan

fungsi vang diembannya.

Hambatan—hambatan inilah yang menyebabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi LEMD di desa Lapaukke tidak terealisir
sepenubinya. Mamun demikian, hambatan—hambatan tersebut

sebagian dapat teratasi karena adanya faktor pendukung yaitu

antara lain :

a. Kepemimpinan Yang Demokratis, dimana Kepala Desa

ieiaku Fetua Umum LEMD selalu terbuka menerima

caran =etiap saat dari masyarakat.

b. Partisipasi masyarakat, dimana masyarakat selalu

ikut serta dalam berbagai kegiatan.

pengan adanya faktor=-faktor pendukung ini, maka Lembaga

Fetahanan Masyarakat Desa {LKMD) dapat mencapai berbagai

teberhasilan.

5,2. 8aran
Agrtitik tolak dari kesimpulan—kesimpulan tersebut di

tas maka penulis‘akan mengemukakan saran sebagai idea
ALa5a

( mikiran) atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
pefLh

i g LEMD di desa Lapaukke pada masa vyang akan datang
ung

yaitu eebagai berikut :
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Hendaknya dalam pembentukan susunan Pengurus LEKMD di-
adakan lebih selektif, juga syarat-syarat untuk menjadi
anggota FPengurus LKMD harus dipenuhi sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Hendaknya FPemerintah lebih meningkatkan pembinaan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa
Lapaukke, terutama dengan cara meningkatkan dan menum-—
buhkan swadaya dan prakarsa masvarahat dalam pem—

bangunan daerah pedesaan.

Hendaknya Pemerintah yang berada di atas (Pemerintah
pati II Waijo) memperhatikan apabila ada permochonan yang

berasal dari pemerintah desa Lapaukke.
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c. JETEIE
y . 2
ralau tidek, kerens Epa :
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b. Ade pekerjasn lein

o. Tidek sds kendarasn
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percemuan tersebut ¥
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